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PEDOMAN TRANSLITERASI 
1. Konsonan 
 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak  dilambangkan 
ب ba b Be 
ت ta t Te 
ث sa ṡ es (dengan titik di  atas) 
ج jim j Je 
ح ha ḥ ha (dengan titk di bawah) 
خ kha kh ka dan ha 
د dal d De 
ذ zal ż zet (dengan titik di atas) 
ر ra r Er 
ز zai z Zet 
س sin s Es 
ش syin sy es dan ye 
ص sad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض dad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ta ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ za ẓ zet (dengan titk di bawah)  
ع „ain „ apostrop terbalik 
 
 
x 
 
غ gain g Ge 
ف fa f Ef 
ق qaf q Qi 
ك kaf k Ka 
ل lam l El 
م mim m Em 
ن nun n En 
و wau w We 
ه ha h Ha 
ء hamzah , Apostop 
ي ya y Ye 
Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
(ء). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
ﹷ Fathah a A 
ﹻ Kasrah i I 
ﹹ Dammah u U 
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
ي  ﹷ 
 
fathah dan ya 
 
ai 
 
a dan i 
 
و  ﹷ 
 
fathah dan wau 
 
au 
 
a dan u 
 
 
3. Maddah 
Maddah  atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 
 
Harkat dan 
Huruf 
 
Nama 
 
Huruf dan 
Tanda 
 
Nama 
 
ي ﹷ fathah dan alif 
atau ya ā 
a dan garis di 
atas 
ي ﹻ kasrah dan ya i i dan garis di 
atas 
ي ﹹ dammah dan 
wau 
ū 
u dan garis di 
atas 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 
atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya 
adalah [t]. Sedangkan  ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
ta marbutah  itu transliterasinya dengan [h]. 
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5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf ي ber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (ﹻ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i). 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا 
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 
Maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 
langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 
mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).  
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop („) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 
berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak 
lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an 
(dari al-Qur‟an), sunnah,khusus dan umum. Namun, bila kata-katatersebut 
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menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 
ditransliterasi secara utuh. 
9. Lafz al-Jalalah (الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi 
tanpa huruf hamzah. 
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-
ljalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal 
nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 
kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang 
ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 
huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf 
A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan 
yang sama juga berlaku untuk  huruf awal dari judul referensi yang 
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun 
dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). 
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ABSTRAK 
NAMA : ARDIANSYAH BASIR 
NIM : 10100113016 
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIFITAS PANGGILAN GHAIB MELALUI MEDIA 
MASSA OLEH JURUSITA DI PENGADILAN AGAMA 
SUNGGUMINASA KELAS IB 
Skripsi ini membahas tentang efektifitas panggilan ghaib melalui media 
massa oleh jurusita di Pengadilan Agama Sungguminasa kelas IB. Pengadilan 
Agama merupakan salah satu tempat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, 
khususnya untuk orang yang beragama islam dengan melalui proses persidangan. 
Kehadiran para pihak yang tengah bersengketa menjadi penting untuk 
didengarkan keteranganya. Dengan kehadiran semua pihak, akan memperlancar 
dan memudahkan proses persidangan dan memudahkan hakim dalam 
memutuskan perkara. Agar para pihak yang bersengketa menghadiri persidangan 
maka dibuatlah surat panggilan untuk para pihak, atau biasa disebut relaas 
panggilan. Namun adakalanya didalam melakukan pemanggilan oleh jurusita 
kepada pihak yang berperkara yakni dalam hal ini pihak tergugat, seringkali 
keberadaan pihak tergugat tidak diketahui dalam hal ini disebut ghaib. Oleh 
karena itu, meskipun pihak tergugat atau termohon tidak diketehui keberadaanya, 
bukan berarti pihak yang ghaib tersebut tidak dipanggil. Pihak tersebut tetap 
dikirimkan relas panggilan. Panggilan ghaib ini, dilaksanakan dengan berpedoman 
pada pasal 27 peraturan pemerintah nomor  9 tahun 1975 dan pasal 139 Kompilasi 
Hukum Islam, yakni dengan cara mengumumkanya melalui satu atau beberapa 
media massa sebagai mana yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama dan 
secara resmi sesuai dengan ketentuan 
Inilah kiranya yang mendorong saya untuk mengadakan penelitian dengan 
rumusan masalah, Bagaimana proses pelaksanaan  panggilan ghaib yang 
dilakukan melalui media massa oleh Jurusita Pengadilan Agama Sungguminasa 
dan bagaimana upaya yang dilakukan jurusita pengadilan Agama Sungguminasa 
untuk memaksimalkan pelaksanaan panggilan ghaib agar sampai pada pihak yang 
dituju. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang 
dilaksanakan di Pengadilan Agama Sungguminasa. Untuk mendapatkan data yang 
valid, penyusun menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu 
wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu 
sumber data primer hasil dari wawancara dengan jurusita atau jurusita pengganti, 
sementara data sekunder berupa dokumen-dokumen, buku, catatan dan 
sebagainya. Penganalisaan data-data yang telah terkumpul menggunakan metode 
deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa panggilan ghaib 
yang dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan Agama Sungguminasa melalui media 
massa tidak efektif dilihat dari kurangnya kehadiran pihak yang terpanggil. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
 Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila 
dan Undang-undang Dasar 1945. Keadilan, kemanfaatan dan kepastian 
hukum merupakan hal penting dalam usaha mewujudkan perikehidupan 
yang aman, tentram,dan tertib dalam menatap hidup berkeluarga, 
bermasyarakat, bangsa dan bernegara. Sehingga untuk mewujudkan hal-
hal tersebut dibutuhkan adanya lembaga penyelenggaraan kekuasaan 
kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan. Salah satu lembaga 
penegak hukum tersebut adalah pengadilan agama.1 Pengadilan agama 
merupakan salah satu pelaksana bagi rakyat pencari keadilan yang 
beragama Islam. Kewenangan Pengadilan Agama meliputi memeriksa, 
memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang 
Islam dibidang perkawinan, waris, hibah, wakaf, infaq, shadaqah, dan 
ekonomi syariah.2 
 Didalam kehidupan bermasyarakat ada kalanya kepentingan orang 
yang satu dengan yang lainya saling bertentangan, sehingga tak jarang 
menimbulkan persengketaan diantara mereka. Begitupun kehidupan 
berkeluarga, seringkali terjadi pertikaian antara suami sitri yang sering
                                                          
1Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama (Bogor: Ghalia 
Indonesia, 2012), h. 26. 
2Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, h. 25.  
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 berujung pada perceraian. Pengadilan Agama merupakan salah satu 
tempat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, khususnya untuk orang 
yang beragama islam dengan melalui proses persidangan. Di Pengadilan 
Agama merupakan salah satu usaha untuk menyelesaikan persengketaan 
melalui dengan menemukan suatu kebenaran. Dengan demikian, kehadiran 
para pihak yang tengah bersengketa menjadi penting untuk didengarkan 
keteranganya. Dengan kehadiran semua pihak, akan memperlancar dan 
memudahkan proses persidangan dan memudahkan hakim dalam 
memutuskan perkara. Agar para pihak yang bersengketa menghadiri 
persidangan maka dibuatlah surat panggilan untuk para pihak, atau biasa 
disebut relaas panggilan. Kemudian relaas panggilan ini dikirim kepada 
pihak yang bersengketa. Dengan adanya relas panggilan ini, para pihak 
akan mengetahui, hari, tanggal, dan jam berapa mereka akan mengikuti 
proses persidangan di Pengadilan.  
 Relaas panggilan dalam hukum perdata dikategorikan sebagai akta 
autentik. Dalam pasal 185 HIR dan pasal 285 R.Bg beserta pasal1868 BW 
disebutkan bahwa akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dihadapan 
pegawai umum dalam bentuk yang ditentukan undang-undang yang 
berlaku, demikian juga relas panggilan. Dengan demikian apa yang 
termuat dalam relas panggilan harus dianggap benar, kecuali dapat 
dibuktikan sebaliknya.3 
                                                          
3Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama 
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 136. 
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 Ada dua asas yang harus diperhatikan dalam melakukan panggilan 
yaitu, harus dilakukan secara resmi. Maksudnya adalah  sasaran atau objek 
panggilan harus tepat menurut tata cara yang telah ditentukan oleh 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua harus memenuhi 
tenggang waktu yang patut. Artinya dalam menetapkan tanggal dan hari 
persidangan hendaklah memperhatikan jauh dekatnya tempat tinggal 
pihak-pihak yang berperkara.Tenggang waktu yang ditetapkan tidak boleh 
lebih dari tiga hari sebelum acara persidangan dimulai dan didalamya tidak 
termasuk hari besar atau hari libur.4 
 Panggilan disampaikan langsung kepada pribadi para pihak yang 
berperkara ditempat kediamannya. Maka dari itu dalam surat gugatan, 
alamat para pihak harus jelas. Untuk memudahkan jurusita dalam 
melaksanakan tugasnya, yaitu melakukan panggilan kepada para pihak. 
Namun ada kalanya, ketika terjadi pertikaian antara suami, salah satu 
pihaknya meninggalkan tempat kediamanya selama bertahun-tahun tanpa 
ada kabar dan kejelasannya.Terkadang pula karna salah satu pihaknya baik 
itu suami maupun istri telah lama pergi dengan tanpa disertai pertikaian 
sebelumnya. Dia pergi begitu saja meninggalkan keluarganya, tidak ada 
kabar selama bertahun-tahun, tidak pula diketahui keberadaanya juga 
merupakan salah satu penyebab terjadinya perceraian. 
 Dalam perkara demikian  yang salah satu pihaknya dighaibkan ini, 
pastinya membutuhkan kejeliannya yang lebih, untuk memutuskan apakah 
                                                          
4Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, h. 
136. 
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pihak tergugat ini benar-benar tidak diketahui alamatnya. Karena tidak 
jarang terjadi, ketika sudah ghaibkan, ternyata pihak yang dighaibkan 
tersebut datang, dan mengaku bahwa dia selama ini tidak hilang. Hal 
seperti ini biasanya terjadi disengaja oleh pihak penggugat, dengan 
menganggap hilang pihak tergugat tujuanya agar perkaranya tidak berbelit 
dan cepat diputus. Sedangkan para pihak yang bersengketa juga 
mempunyai kedudukan yang sama dan memiliki hak yang sama dan 
sederajat untuk mengajukan dalil-dalil atau mempunyai keterangan beserta 
alat bukti yang menguatkanya. 
 Oleh karena itu, meskipun pihak tergugat atau termohon tidak 
diketehui keberadaanya, bukan berarti pihak yang ghaib tersebut tidak 
dipanggil. Pihak tersebut tetap dikirimkan relas panggilan. Panggilan 
ghaib ini, dilaksanakan dengan berpedoman pada pasal 27 peraturan 
pemerintah nomor  9 tahun 1975 dan pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, 
yakni dengan cara mengumumkanya melalui satu atau beberapa media 
massa sebagai mana yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama dan 
secara resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Panggilan ini 
dilakukan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara 
pengumuman pertama dan kedua.Tenggang waktu antara panggilan 
terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya tiga bulan.5 
 Panggilan dengan tata cara ghaib ini, yang kini dirasa aman-aman 
saja sebenarnya terdapat dilema didalamnya. Jika ditinjau dari segi asas 
                                                          
5Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, h. 
142. 
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cepat, biaya ringan dan sederhana, juga menimbulkan problem tersendiri. 
Asas cepat, problemnya panggilan ghaib menyebabkan perkara lama 
diputus, karena tenggang waktu untuk memanggilkan saja, sudah 
membutuhkan empat bulan lamanya, dan pada kenyataannya banyak pula 
yang tidak menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil melalui 
media massa. 
 Karena putusanya di Pengadilan menyangkut hak dan kewajiban 
dan berkonsekuensi hukum, kemudian bila ada salah satu pihak yang tidak 
hadir karena tidak mengetahui adanya panggilan ini, orang tersebut 
kehilangan haknya untuk membela kepentingannya di depan hukum. 
Terlebih lagi jika alamatnya sengaja dipalsukan atau dianggap hilang oleh 
pihak penggugat atau pemohon, sehingga pihak tergugat atau pemohon 
benar tidak mengetahui kalau suami dan istri mengajukan perceraian ke 
persidangan. Hal demikian dianggap merugikan pihak yang di ghaibkan 
tersebut. Apalagi jika hal ini terjadi pada perkara cerai talak, banyak hak-
hak seorang istri yang dilanggar disini. Oleh karena itu, menurut peneliti 
perlu adanya tinjauan ulang untuk pelaksanaan panggilan ghaib ini, agar 
panggilan ini benar-benar tersampaikan. 
 Berangkat dari fenomena-fenomena seperti itulah peneliti ingin 
mengetahui lebih lanjut, bagaimana pandangan jurusita selaku petugas 
yang melaksanakan panggilan ghaib ini tentang efektifitas panggilan ghaib 
melalui media massa, yang kini sudah jarang dengan berpedoman pada 
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peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 untuk tetap diterapkan di masa 
kini. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pembahasan 
skripsi ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan yakni:  
“EFEKTIFITAS PANGGILAN GHOIB MELALUI MEDIA MASSA 
OLEH JURUSITA DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA 
KELAS IB” 
1. Efektifitas 
 Adalah ketepatgunaan; hasil guna; menunjang tujuan. mengerjakan 
hal-hal yang benar, di mana sesuai dengan yang seharusnya 
diselesaikan sesuai dengan rencana dan aturannya.6 
2. Panggilan ghoib 
 Panggilan yang ditujukan kepada pihak yang tidak diketahui 
keberadaan atau alamatnya, untuk menghadiri persidangan di 
Pengadilan.7 
3. Media massa 
 Adalah sarana dan saluran resmi yang digunakan dalam 
penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada khalayak dengan 
menggunakan alat-alat komunikasi mekanis.8 
                                                          
6
 Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Arkola, 
2001), h. 134. 
7
 Hermin Setiawati, pelaksanaan panggilan ghaib melalui media massa (Malang: t.p., 
t.th), h.11. 
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4. Jurusita 
 Adalah seorang atau sekelompok orang yang memiliki tugas 
menjalankan pengadilan, pemberitahuan dan semua surat-surat yang 
lain  atau juga menjalankan perintah Hakim dengan segala putusanya; 
Seorang pejabat pengadilan yang memiliki tugas yang memiliki tugas 
melakukan pemanggilan dan peringatan atau ancaman secara resmi 
terhadap orang yang memiliki hutang atau orang yang dikalahkan 
dalam sebuah perkara perdata.9  
Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sungguminasa kelas 1B  
dan berdasarkan depskripsi fokus penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa focus 
penelitian ini adalah efektifitas panggilan ghoib melalui media massa yang 
dilakukan oleh jurusita pada pengadilan agama sunggminasa kelas I B 
C. Rumusan masalah 
Berdasarkan latarbelakang masalah yang telah dikemukakan, maka peneliti 
menemukan pokok masalah yaitu  “Bagaimana efektifitas  panggilan ghaib 
yang dilakukan melalui media massa oleh Jurusita di Pengadilan Agama 
Sungguminasa IB ?”. Guna mempermudah pembahasan pokok masalah diatas, 
maka peneliti membagi menjadi beberapa sub masalah yaitu :  
1. Bagaimana proses pelaksanaan  panggilan ghaib yang dilakukan melalui 
media massa oleh Jurusita Pengadilan Agama Sungguminasa ? 
                                                                                                                                                               
8
 Ebta setiawan, KBBI Offline (t.t.: Freeware,2010) 
9
 Charlie Rudyat, Kamus Hukum (Surakarta: Pustaka Mahardika, 2013), h. 240. 
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2. Bagaimana upaya yang dilakukan jurusita pengadilan Agama 
Sungguminasa untuk memaksimalkan pelaksanaan panggilan ghaib agar 
sampai pada pihak yang dituju? 
D. Kajian Pustaka 
 Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur 
yang berkaitan dengan objek kajia npenelitian ini, yang diperoleh dari 
beberapa hasil penelitian maupun buku-buku yang berkaitan dengan 
panggilan ghoib diantaranya : 
 Pertama, Walno Rafianto, 2008 , Jurusan Ilmu Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, dengan judul “Kajian tentang panggilan ghoib 
yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Karanganyar”. Skripsi ini 
membahas tentang pelaksanaan panggilan ghoib bagi termohon perceraian 
yang dilakukan Pengadilan Agama Karanganyar dan faktor-faktor yang 
menjadi alasan penerbitan surat panggilan ghoib  di Pengadilan Agama 
Karanganyar.   
 Kedua, Muhamad Ais setiawan, NIM 09210028, 2014, Jurusan Al-
Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fkultas Syari’ah Universitas Islam Negri Maulana 
Malik Ibrahim Malang, dengan judul ” Peranan Jurusita Dalam Upaya 
Mnghadirkan Tergugat Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Bangil 
Kabupaten Pasuruan”. Peneliti ini difokuskan pada peranan jurusita dalam 
menghadirkan pihak yang bersengketa. Serta apa alasan para pihak yang 
mengabaikan panggilan untuk sidang di Pengadilan Agama Bangil 
Kabupaten Pasuruan.  
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  Ketiga, buku karya Dr. Drs H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum 
yang berjudul “ penerapan Hukum Perdata di lingkungan Peradilan 
Agama. Buku ini memberikan penjelasan tentang pemanggilan para pihak 
yang merupakan tugas dari jurusita atau jurusita pengganti yang termuat 
dalam pasal 103 undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pemanggilan para pihak 
perkara.  
 Keempat, buku karya M.Yahya Harahap, S.H. yang berjudul “ 
Hukum Acara Perdata”. Buku ini menjelaskan tentang gugatan, 
persidangan, penyitaan, pembuktian, putusan Pemgadilan, tata cara 
pemanggilan.  
 Kelima, Istiqomah yunsamiar, skripsi yang berjudul “ Discenting 
Opinion terhadap pemanggilan tergugat ghoib di Pengadilan Agama 
Nganjuk”. Skripsi tersebut membahas tentang perbedaan pendapat yang 
terjadi diantara hakim tentang tergugat yang ghoib, yaitu tergugat (suami) 
yang tidak diketahui tempat tinggalkanya, atau tempat tinggal tergugat 
tidak menetap (pindah-pindah). Penggugat (istri) tidak mengetahui 
keberadaan suaminya karena memang tidak perna ada kabar dari pihak itu 
sendiri. Oleh sebab itu penilitan tersebut bertujuan untuk mengetahui 
dasar-dasar hukum serta cara pandang majelis hakim yang berbeda dalam 
pemanggilan tergugat ghoib.  
 Disamping karya-karya yang disebutkan, yang membahas tentang 
relaas panggilan, menurut pengamatan penulis bahwa belum dijumpai 
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karya ilmiah yang membahas secara langsung tentang relaas panggilan 
terutama tentang panggilan ghoib melalui media massa.  
 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan penelitian : 
a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan  panggilan ghaib yang 
dilakukan melalui media massa oleh Jurusita Pengadilan Agama 
Sungguminasa. 
b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan jurusita pengadilan 
Agama Sungguminasa untuk memaksimalkan pelaksanaan 
panggilan ghaib agar sampai pada pihak yang dituju. 
2. Kegunaan penelitian 
a. Kegunaan akademik untuk memenuhi satu syarat guna 
memperoleh gelar S1 dalam bidang Hukum Islam. 
b. Pengembangan dan pengaktualitasian dalam konteks Hukum Islam 
(Syariah) umumnya. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Konsep Efektifitas 
 Kata efektif berasal dari bagasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil  
atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektifitas merupakan unsur  
pokok untuk mencapai tujuan sasaran yang telah ditentukan didalam setiap  
organisasi, kegiatan ataupun program.   
 Bila suatu tujuan tertentu akhirnya dapat dicapai, kita boleh mengatakan  
kegiatan tersebut adalah efektif. Tetapi bila akibat-akibat yang tidak dicapai dari  
kegiatan mempunyai nilai yang lebih penting dibandingkan dengan hasil yang  
dicapai, sehingga mengakibatkan ketidak puasana walau efektif, hal ini disebut tidak  
efisien. Sebaliknya bila kibat yang tidak dicari-cari, tidak penting atau remeh, maka  
kegiatan tersebut efisien. Sehubungan dengan itu, kita dapat mengatakan sesuatu 
efektif bila mencapai tujuan tertentu. Dikatakan efisien bila hal itu memuaskan  
sebagai pendorong mencapai tujuan, terlepas apakah efektif atau tidak.1  
 Terdapat beberapa pendapat lain mengenai pengertian dari keefektifan, yakni  
Sondang P. Siagian memberikan definisi sebagai berikut, efektifitas adalah  
pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara  
sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan 
                                                          
1Http://www.yunitaardha.blogspot.com, diakses pada tanggal 12 Oktober 2017 
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yang dijalankannya. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya  
sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti  
makin tinggi efektifitasnya. Hidayat juga menjelaskan bahwa Efektifitas adalah  
suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu)  
telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi  
efektifitasnya2.  
 Mengukur efektifitas suatu progam kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat  
sederhana, karena efektifitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung  
pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Tingkat efektifitas juga dapat  
diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil  
nyata yang telah diwujudkan. 
B. Kedudukan dan Tugas Jurusita 
 Kedudukan Jurusita pada Pengadilan Agama diatur dalam Undang-Undang 
Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 38 berbunyi, “Pada setiap 
Pengadilan Agama ditetapkan adanya Juru Sita dan Juru Sita Pengganti”3. Pengertian 
ini belum memberikan gambaran yang jelas tentang Jurusita, namun sifatnya hanya 
menegaskan bahwa Jurusita atau Jurusita Pengganti hanya ada di Pengadilan tingkat 
pertama, dan tidak ada Jurusita atau Jurusita pengganti di Pengadilan tingkat 
                                                          
2Http://www.yunitaardha.blogspot.com, diakses pada tanggal 12 Oktober 2017 
3Abd. Halim Talli, Pengelolaan Administrasi Perkara Menuju Peradilan Agama Yang 
Mandiri, (Alauddin: University Pres, 2014), h. 165.  
13 
 
 
 
Banding, atau Pengadilan Tinggi, karena Pengadilan Tinggi tidak melaksanakan 
tugas-tugas kejurusitaan4. 
 Pada Setiap Pengadilan ditetapkan adanya adanya Jurusita dan Jurusita 
Pengganti yaitu pejabat yang melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan. Jurusita 
Pengadilan Agama diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung atas usul 
Ketua Pengadilan yang bersangkutan. Jurusita Pengganti diangkat dan diberhentikan 
oleh ketua Pengadilan yang bersangkutan5.  
Adapun syarat-syarat untuk menjadi Jurusita dan Jurusita Pengganti diatur dalam 
pasal 39 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai 
mana berikut :  
Ayat (1), syarat menjadi jurusita : 
a. Warga Negara Indonesia 
b.  Beragama Islam 
c. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 
d. Setia Kepada Pancasila dan UUD 1945 
e. Berijazah serendah-rendahnya sekolah lanjutan tingkat atas.  
f. Berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Jurusita 
Pengganti. 
                                                          
4Musthofa, Kepaniteraan Peradilan Agama, (Jakarta : Kencana, 2005), h. 101 
5Musthofa, Kepaniteraan Peradilan Agama, h. 22. 
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Ayat (2), syarat menjadi Jurusita Pengganti : 
a. Syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam dalam pasal 39 ayat (1) 
huruf a,b,c,d, dan e. 
b. Berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Pegawai Negeri 
pada Pengadilan Agama. 
 Tugas-tugas jurusita sebagaimana tersebut dalam pasal 103 Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama harus dilakukan dengan benar dan 
penuh tanggung jawab. Adapun tugas-tugas Jurusita sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-undangan tersebut adalah melaksanakan semua perintah yang 
diberikan oleh Ketua Majelis, menyampaikan pengumuman-pengumuman dan 
teguran-teguran, pemberitahuan penetapan dan putusan pengadilan Agama menurut 
cara-cara berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Jurusita 
dilarang menyampaikan panggilan dan pemberitahuan putusan diluar wilayah 
yuridiksi Pengadilan Agama yang memberikan perintah dan pemberitahuan putusan 
tersebut6. 
Dalam hal pemanggilan pihak-pihak petugas dan kewajibannya diatur dalam 
pasal 388 HIR, bahwa7 : 
1. Untuk menjalankan panggilan, pemberitahuan dan sekalian surat jurusita yang 
lain, juga untuk melakukan perintah hakim dan putusan hakim, sama-sama berhak 
                                                          
6Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradllan Agama (Jakarta: 
Kencana Prenada Media Group, 2006),  h.136. 
7Nur Lailatul, Peradilan Agama di Indonesia, h. 61. 
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dan diwajibkan sekalian jurusita dan pesuruh yang bekerja pada majelis 
pengadilan dan pegawai kuasa hukum. 
2. Jika tidak ada orang demikian itu, maka ketua majelis pengadilan, yang dalam 
pegangannya surat jurusita itu akan dijalankan, harus menunjukkan seorang yang 
patut dan boleh dipercayai untuk pekerjaan itu. 
 Dalam menjalankan tugasnya, Jurusita dan Jurusita Pengganti tidak boleh 
merangkap menjadi wali, pengampu, pejabat yang berkaitan dengan perkara yang 
didalamnya ia sendiri berkepentingan, tidak boleh merangkap menjadi Penasehat 
hukum, dan jabatan lain yang tidak boleh dirangkap oleh Jurusita dan Jurusita 
Pengganti yang diatur oleh Mahkamah Agung8. 
1. Pemanggilan Para Pihak 
 Pengadilan Agama sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman harus 
menempatkan dirinya sebagai lembaga peradilan yang sesungguhnya, sesuai dengan 
kedudukannya yang telah diberikan oleh undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 
tentang Peradilan Agama. Dengan demikian Pengadilan Agama perlu meningkatkan 
kualitas aparatnya serta pelayanannya sehingga dapat melaksanakan dengan baik dan 
benar tugas-tugas yang diberikan kepadanya. 
 Adapun yang harus dilakukan adalah melaksanakan hukum acara dengan baik 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu unsur yang harus dilakukan dalam 
pelaksanaan hukum acara tersebut adalah memanggil para pihak untuk mengikuti 
                                                          
8Musthofa, Kepaniteraan Peradilan Agama, h. 102. 
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persidangan yang telah ditentukan ditentukan oleh Pengadilan Agama. Sehubungan 
dengan ini tugas jurusita sebagai pihak yang bertanggung jawab memanggil para 
pihak yang berperkara untuk hadir dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat 
dipandang ringan, sebab kalau salah dalam teknis memanggil para pihak yang 
berperkara tersebut maka akan membawa akibat negatif pada proses pemeriksaan 
perkara9. 
 Selain diamanatkan oleh undang-undang terkait pentingnya pemanggilan para 
pihak, juga dijelaskan dalam hadis yang relevan dengan pemanggilan para pihak 
yakni tentang pentingnya mendengarkan kedua belah pihak dalam membuktikan 
dalil-dalilnya. Nabi Muhammad SAW bersabda: 
 لاف نلاجر كيلإ ضاقت اذإ :نلسو هيلع الله لص الله لوسر ًل لاق :لاق ًلع هع
ًضقت فيك يردت فوسف رخلآا ملاك عمست ىتح لولال ضقت 
10  
Artinya: 
Dari Ali Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam 
bersabda: "Apabila ada dua orang meminta keputusan hukum kepadamu, maka 
janganlah engkau memutuskan untuk orang yang pertama sebelum engkau 
mendengar keterangan orang kedua agar engkau mengetahui bagaimana harus 
memutuskan hukum". (HR. Al-Turmudzi dan Ahmad) 
Dari hadis diatas dapat dipahami bahwa dalam menangani seuatu perkara 
hendaklah mempertimbangkan pembelaan dari masing-masing kedua belah pihak 
                                                          
9Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata, h.135. 
10
 Abu Isa Ahmad bin Muhammad bin Tsaurah al-Turmudzi, Sunan al Turmudzi (Beirut: Dar-
al Fikr, t.t.), h. 230. 
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secara berimbang. Oleh karena itu, untuk mencapai perihal tersebut, maka perlu 
adanya kehadiran kedua belah pihak dalam persidangan. Sehubungan dengan hal ini 
terkait  tugas jurusita sebagai pihak yang bertanggung jawab memanggil para pihak 
yang berperkara untuk hadir dalam persidangan  maka harus dilaksankan sebaik 
mungkin guna tercapainya tujuan tersebut.  
2. Pengertian Pemanggilan 
 Pengertian panggilan dalam hukum acara perdata ialah menyampaikan secara 
resmi (official) dan patut (properly) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu 
pekara di pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan 
diperintahkan majelis hakim atau pengadilan.Pemanggilan atau panggilan dalam arti 
sempit dan sehari-hari diidentikkan hanya terbatas pada perintah menghadiri sidang 
pada hari yang ditentukan. Akan tetapi dalam hukum acara perdata sebagaimana 
dijelaskan pasal 388 HIR pengertian panggilan meliputi makna dan cakupan yang 
lebih luas, yaitu11 : 
1. panggilan sidang pertama kepada penggugat dan tergugat 
2. panggilan menghadiri sidang lanjutan kepada pihak-pihak atau pada salah satu 
pihak  apabila pada sidang yang lalu tidak hadir baik tanpa alasan yang sah 
atau berdasarkan alasan yang sah. 
                                                          
11M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.213. 
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3. panggilan terhadap saksi yang diperlukan atas permintaan salah satu pihak 
berdasarkan pasal 139 HIR (dalam hal mereka tidak dapat menghadirkan saksi 
yang penting ke persidangan. 
4. selain daripada itu, panggilan dalam arti luas, meliputi juga tindakan hukum 
pemberitahuan atau aanzegging (notification), antara lain : 
a. pemberitahuan putusan PT dan MA 
b. pemberitahuan permintaan banding kepada terbanding 
c. pemberitahuan memori banding dan kontra memori banding, dan 
d. pemberitahuan permintaan kasasi dan memori kasasi kepada terrmohon 
kasasi. 
 Dengan demikian, oleh karena arti dan cakupan panggilan meliputi 
pemberitahuan, segala syarat dan tata cara yang ditentukan undang-undang mengenai 
tindakan hukum pemanggilan, sama dan berlaku sepenuhnya dalam pemberitahuan12. 
3. Tahap Pemanggilan 
 Setelah dilampui tahap pengajuan gugatan, pembayaran biaya, registrasi, 
penetapan majelis tentang hari sidang, tahap selanjutnya tindakan pemanggilan pihak 
penggugat dan tergugat untuk hadir di depan persidangan pengadilan (hearing) pada 
hari dan jam yang ditentukan. Terdapat berbagai permasalahan dan tindakan hukum 
                                                          
12M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, h.214 
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yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan dan penerapan pemanggilan, seperti yang 
dimaksud dibawah ini13. 
1) Majelis Memerintahkan Pemanggilan 
 Setelah menerima pelimpahan berkas dari ketua pengadilan, majelis segera 
menetapkan hari sidang. Dalam penetapan diikuti pencantuman perintah kepada 
panitera atau juru sita untuk memanggil kedua penggugat dan tergugat, supaya hadir 
di persidangan pada waktu yang ditentukan untuk itu14. 
2) Yang Melaksanakan pemanggilan 
Untuk mengetahui pejabat yang resmi berwenang melaksanakan atau melakukan 
pemanggilan, merujuk kepada ketentuan pasal 388, jo. Pasal 390 ayat (1) HIR, dan 
Pasal 1 Rv15: 
a. dilakukan oleh juru sita, sesuai dengan kewenangan relative yang 
dimilikinya 
b. jika orang yang hendak dipanggil berada diluar yuridiksi relative yang 
dimilikinya, pemanggilan dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 5 Rv, 
yaitu mendelegasikan pemanggilan kepada juru sita yang berwenang di 
wilayah hukum tersebut. 
                                                          
13M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, h.219. 
14M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, h.219. 
15M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, h.219. 
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 Pemanggilan yang dilakukan jurusita diluar yuridiksi relative yang 
dimilikinya, merupakan pelanggaran dan pelampauan batas wewenang (exceeding its 
power), dan berakibat16: 
a. pemanggilan dianggap tidak sah, dan 
b. atas alasan, karena pemanggilan dilakukan oleh pejabat jurusita yang tidak 
berwenang. 
  Sebelum mengangkat seorang karyawan sebagai jurusita pengganti terlebih 
dahulu memeriksa apakah yang bersangkutan itu cukup cakap, jujur dan bertanggung 
jawab untuk melakukan tugasnya. Jurusita pengganti yang tidak jujur dan 
bertanggung jawab dapat membawa malapetaka besar dan mendatangkan banyak 
kerugian pada para pencari keadilan. Karena relas panggilan oleh hakim dapat 
dijadikan dasar untuk memutus surat gugatan dengan putusan gugur atau verstek17. 
3) Bentuk Panggilan 
Berdasarkan pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 2 ayat (3) Rv, panggilan dilakukan 
dalam bentuk18: 
a. surat tertulis 
b. lazim disebut surat panggilan atau reelas panggilan maupun berita acara 
panggilan, dan 
                                                          
16M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, h.219. 
17R. Subekti, Hukum Acara Perdata, (Bandung : Binacipta, 1989), h. 40. 
18M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, h.220. 
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c. panggilan tidak dibenarkan dalam bentuk lisan, karena sulit membuktikan 
keabsahannya. Oleh karena itu, panggilan dalam bentuk lisan tidak sah 
menurut hukum. 
 Sejauh mana cakupan pengertian bentuk tertulis, perlu diperhatikan perluasan 
jangkauan yang diatur dalam pasal 2 ayat (3) Rv sebagai pedoman. Pasal ini 
membenarkan bentuk tertulis, meliputi telegram dan surat tercatat. Bagaimana halnya 
bentuk penggilan elektronik melalui radio, televisi, atau komputer melalui intenet?. 
Dari segi pendekatan hukum yang sempit (strict law) dan formalistic legal thinking, 
bentuk-bentuk panggilan tersebut, dianggap bertentangan dengan hukum. Akan tetapi 
berpijak dari perubahan sosial, bentuk-bentuk seperti dimaksud dapat diakomodasi. 
Bahkan khusus mengenai bentuk panggilan melalui media cetak atau media massa, 
telah dibenarkan pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 197519: 
a. apabila yang dipanggil tidak diketahui tempat tinggalnya, panggilan 
dilakukan melalui pengummuman di salah satu tempat atau beberapa surat 
kabar atau media massa 
b. sekurang-kurangnya dilakukan dua kali 
 
a. tenggang waktu antara pengumuman yang pertama dan kedua adalah 
satu bulan. 
                                                          
19M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, h.220.        
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 Meskipun ketentuan diatas dimaksudkan untuk pemanggilan para pihak dalam 
perkara perceraian, ketentuan ini dapat diterapkan secara analogis dalam perkara 
perdata yang lain. 
4) Isi Surat Panggilan Pertama kepada Tergugat 
 Mengenai hal ini diatur dalam pasal 121 ayat (1) HIR dan pasal 1 Rv yang 
menjelaskan, surat penggilan pertama berisi20: 
a. nama yang dipanggil 
b. hari dan jam serta tempat sidang 
c. membawa saksi-saksi yang diperlukan 
d. membawa segala surat-surat yang hendak digunakan, dan 
e. penegasan, dapat menjawab gugatan dengan surat. 
 Selain itu, agar panggilan memenuhi syarat formil, Pasal 121 ayat(2) HIR dan 
Pasal 1 Rv mewajibkan juru sita21 : 
a) melampiri surat panggilan dengan salinan surat gugatan dan 
b) salinan tersebut, dianggap gugatan asli. 
 
5) Cara Panggilan yang Sah 
                                                          
20M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, h.221. 
21M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, h.221. 
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 Masalah pemanggilan dan pemberitahuan putusan dimuat dalam pasal 122, 
388, dan 390 HIR dan pasal 146, pasal 718 R.Bg serta pasal 26-28 Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138, 140 Kompilasi Hukum Islam. 
Dalam ketentuan peraturan perundang-perundangan ini dikemukakan teknis 
pemanggilan para pihak yang berperkara22. 
4. Panggilan Ghaib 
 Panggilan ghaib adalah panggilan yang ditujukan kepada pihak yang tidak 
diketahui alamatnya secara jelas atau hilang untuk menghadiri persidangan di 
pengadilan. Dalam Istilah fiqh, dikenal dengan istilah mafqud yaitu orang hilang 
yang tidak diketahui apakah masih hidup yaitu bisa diharapkan kehadirannya ataukah 
sudah mati berada dalam kubur23. Kapan secara hukum tempat tinggal tergugat tidak 
diketahui? Hal itu berpatokan pada faktor: 
a. surat gugatan sendiri menyatakan dengan tegas pada identitas tergugat, bahwa 
tempat tinggal atau tempat kediamannya tidak diketahui. 
b. atau pada identitas tergugat, surat gugatan menyebutkan dengan jelas tempat 
tinggalnya tetapi pada saat jurusita melakukan pemanggilan, ternyata tergugat 
tidak ditemukan ditempat tersebut dan menurut penjelasan kepala desa yang 
bersangkutan sudah meninggalkan tempat itu tanpa menyebutkan alamat 
tempat tinggal baru. 
                                                          
22Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata, h.136. 
23Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islami Wa adillatuhu, (Damaskus: Dar al Fikr, 2006), Juz 
IX, h. 7187. 
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 Dalam hal tempat kediaman orang yang dipanggil tidak diketahui atau tidak 
mempunyai tempat kediaman yang jelas di Indonesia , atau tidak diketahui pasti 
tempat tinggal Tergugat berada, maka pemanggilannya dapat dilaksanakan dengan 
melihat jenis perkaranya yaitu24 : 
a. Perkara yang berhubungan dengan perkawinan 
Panggilan pihak tergugat dilakukan dengan berpedoman pada pasal 27 peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 139 Kompilasi Hukum Islam. 
Pemanggilan dilaksanakan dengan mengumumkannya melalui satu atau beberapa 
surat kabar atau media massa lainnya sebagaimana yang ditetapkan oleh Ketua 
Pengadilan Agama secara resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Pengumuman melalui surat kabar atau mass media sebagaiamna tersebut diatas 
harus dilaksanakan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara 
pengumuman pertama dan kedua. Tenggang waktu antara panggilan terakhir 
dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya tiga bulan. Dalam hal 
pemanggilan sudah dilaksanakan tersebut dan tergugat atau kuasa hukumnya 
tetap tidak hadir , maka gugatan ini diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali 
apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan25. 
 
b. Perkara yang berkaitan dengan kewarisan 
                                                          
24Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata, h.141 
25Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata, h.142 
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 Pemanggilan dalam perkara yang berkaitan dengan perkara kewarisan 
dilaksanakan melalui 
 Bupati atau Wali kota Madya dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama 
Setempat. Surat  panggilan di tempelkan pada papan pengumuman Pengadilan 
Agama di depan pintu utama  dan juga pada papan pengumuman Bupati dan 
atau Wali Kota Madya sebagaimana tersebut  dalam pasal 390 ayat (3) HIR 
dan Pasal 718 ayat (3) R.bg.26 
 Dalam hal yang dipanggil meninggal dunia, maka panggilan disampaikan kepada 
ahli  warisnya, dengan cara menyampaikannya secara langsung kepada ahli 
warisnya. Jika ahli  warisnya tidak diketahui tempat tinggalnya, maka panggilan 
dilaksanakan melalui Kepala  Desa atau Lurah sebagaimana tersebut dalam 
Pasal 390 ayat (2) HIR dan pasal 718 ayat (2) R.Bg 
 Agar pelaksanaan pemanggilan sebagaimana tersebut diatas dapat terlaksana 
dengan baik,  maka diharapkan ada kerja sama yang baik antara Pengadilan Agama 
dengan pemerintah  Daerah setempat. Dengan adanya kerja sama yang baik maka 
semua tugas-tugas dapat  berjalan dengan lancar dan tertib sesuai dengan 
peraturan yang berlaku.27 
                                                          
26Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata, h.143. 
27Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata, h.143. 
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 Jika tergugat datang ke Pengadilan Agama sebelum hari persidangan yang telah 
ditentukan dan memberikan keterangan tempat tinggalnya saat ini, maka cara yang 
harus ditempuh adalah sebagai berikut28: 
a. Pengadilan Agama wajib memberitahukan kepada pihak penggugat agar 
memperbaiki identitas Tergugat yang tersebut dalam surat gugatan.  
b. Membatalkan Penetapan Hari Sidang yang lama (panggilan melalui media 
massa) karena tergugat telah mengetahui pengumuman di media massa 
tersebut hadir ke Pengadilan Agama memberitahukan alamatnya. 
c. Menetapkan penetapan Hari sidang Baru dan menetapkan pemanggilan baru 
terhadap Penggugat dan Tergugat. 
d. Kemudian proses pemeriksaan perkara dilaksanakan dengan cara seperti biasa 
pada umumnya. 
 Dalam hal tergugat atau termohon tidak hadir, padahal telah dipanggil 
menurut pasal 27 PP No. 9 tahun 1975 tersebut tidak hadir, maka dapat diputus 
dengan verstek. Dalam hal hakim akan menjatuhkan putusan verstek sedapat 
mungkin dibuktikan dahulu alasan-alasan cerai dengan melihat surat-surat bukti dan 
mendengar saksi-saksi29. 
 Apabila pada sidang pertama tersebut, pemohon belum siap dengan alat-alat 
buktinya maka sidang dapat ditunda untuk keperluan itu. Dalam hal sidang ditunda, 
                                                          
28Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata, h.143. 
29H.A Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta : Pustaka 
Pelajar, 1998), h. 206. 
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maka termohon tidak perlu dipanggil lagi, karena panggilan terhadap termohon 
adalah untuk persidangan dan bukan untuk sekali sidang. Dalam hukum Acara Islam, 
Hakim dapat memutuskan perkara terhadap orang yang ghaib apabila30 :  
a. Telah dibuktikan dengan alat bukti yang cukup  
b. Penggugat telah mengangkat sumpah istidhhar yaitu sumpah penegasan yang 
berfungsi sama dengan sumpah suppletoir, tetapi hanya bisa dipakai dalam 
sengketa perkawinan, perceraian dan kelahiran, dimana pihak lawan tidak 
hadir dalam sidang. Sumpah ini hanya sebagai syarat penetapan Hakim 
terhadap orang yang ghaib, sehingga dalil-dalil gugat harus dibuktikan dengan 
alat-alat bukti yang cukup31. 
5. Kewajiban Memanggil dan Akibat Hukumnya 
 Memanggil para pihak secara resmi dan patut merupaka kewajiban atas 
pengadilan. Kelalaian memanggil para pihak dapat berakibat batalnya pemeriksaan 
dan putusan, meskipun mungkin para pihak hadir dalam persidangan. Tiap 
pemeriksaan perkara di pengadilan dimulai sesudah diajukan suatu permohonan atau 
gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang 
berlaku (pasal 55 UU No. 7 Tahun 1989)32. 
 
 
                                                          
30H.A Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata, h. 207. 
31H.A Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata, h. 180.  
32H.A Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata, h. 63. 
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C. Media Massa 
  Media adalah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber 
kepada penerima. Media komunikasi ada yang berbentuk saluran antar pribadi, media 
kelompok, dan ada pula dalam bentuk media massa. Istilah media banyak digunakan 
dengan sebutan berbeda. Misalnya saluran, alat, sarana atau dalam bahasa inggris 
disebut channel atau medium. Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan 
yang dikirim oleh sumber. Penerima bisa disebut dengan berbagai macam istilah, 
seperti khalayak, sasaran, komunikan, konsumen, target, atau dalam bahasa inggris 
disebut audience atau receiver33. 
  Dengan demikian media massa merupakan sarana penyampaian komunikasi 
dan informasi yang melakukan penyebaran informasi secara missal dapat diakses oleh 
masyarakat secara luas pula. Sedangkan informasi massa merupakan informasi yang 
diperuntukkan kepada masyarakat secara massal, bukan informasi yang boleh 
dikonsumsi oleh pribadi. Dengan demikian maka informasi massa adalah milik 
public, bukan ditujukan kepada individu masing-masing34. 
1. Macam-Macam Media Massa 
 Yang dibahas disini ialah media massa yang memiliki ciri khas, yakni 
berkemampuan memikat perhatian khalayak serta serempak dan serentak, yakni pers, 
radio, televisi, film dan juga internet atau media online. Pers memiliki ciri khas 
dibandingkan dengan media massa lainnya. Yang penting bukan hanya sifatnya yang 
                                                          
33Apriadi Tamburaka, Agenda Setting Media Massa, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012),h.9. 
34Tamburaka, Agenda Setting Media Massa, h.13. 
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merupakan media cetak, tetapi khalayak yang diterpanya bersifat aktif, tidak pasti 
seperti kalau mereka diterpa radio, televisi dan film. Pesan melalui media pers 
diungkapkan dengan huruf-huruf mati, yang baru menimbulkan makna apabila 
khalayak menggunakan tatanan mentalnya secara aktif. Karena itulah berita, tajuk 
rencana, artikel dan lain-lain, pada media pers harus disusun sedemikian rupa, 
sehingga mudah dicerna oleh khalayak. Kelebihan pers dari media yang massa yang 
lainnya ialah bahwa media cetak itu dapat didokumentasikan, dikajiulang, dihimpun 
untuk kepentingan pengetahuan, dan dijadikan bukti otentik yang bernilai tinggi35. 
  Radio, dalam hal ini radio siaran sebagai media massa yang sifatnya khas 
dibandingkan dengan media massa lainnya.Kekhasannya adalah sifatnya yang 
bersifat audial, untuk indera telinga. Karena itu khalayak ketika menerima pesan-
pesan dari pesawat radio dengan tatanan mental yang pasif,bergantung pada jelas 
tidaknya kata-kata yang diucapkan penyiar. Oleh sebab itu didalam dunia radio siaran 
dikenal istilah Easy Listening Formula atau disingkat ELF, yang berarti bahwa 
naskah radio atau pengucapan kata-kata dalam siaran radio harus ditata, sehingga 
mudah ditangkap dalam sekilas dengar. Kelebihan radio siaran dari media massa 
lainnya, ialah pesan yang disiarkan oleh komunikator dapat ditata menjadi suatu kisah 
yang dihiasi dengan music sebagai ilustrasi dan efek suara sebagai unsur dramatisasi, 
                                                          
35Onong Uchjana Effendy, Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi, (Bandung: PT. Citra Aditya 
Bakti, 2003), h. 313.  
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dan oleh khalayak dapat dinikmati dalam segala situasi, sedang makan, bekerja, 
berjalan bahkan sedang mengemudikan kendaraan36. 
  Seiring dengan munculnya berbagai stasiun radio, peran radio sebagai media 
massa semakin besar dan mulai menunjukkan kekuatannya dalam mempengaruhi 
masyarakat. Namun seiring dengan berjalannya waktu, peran radio jaringan mulai 
menurun seiring degan munculnya televise sebagai salah satu bentuk baru media 
massa37. Media siaran radio kini kian terdesak oleh televisi, akan tetapi masih 
memiliki banyak penggemar. Kecenderungannya adalah jangkauan siran radio yang 
kian menyempit sehingga yang paling mampu bertahan adalah radio-radio yang 
hanya melayani suatu wilayah kecil saja38. 
  Televisi, kini merupakan media dominan komunikasi massa di seluruh dunia, 
dan sampai sekarang masih terus berkembang. Semakin lama semakin mendominasi 
komunikasi massa dikarenakan sifatnya yang memenuhi kebutuhan dan keinginan 
khalayak. Kelebihan televisi dari media massa lainnya adalah bersifat audio visual, 
dapat dilihat dan didengar, “ hidup” menggambarkan kenyataan dan langsung 
menyajikan peristiwa yang tengah terjadi ke tiap rumah para pemirsa39. 
  Peminat pengiklanan di televisi sangat besar, namun sayang biayanya relative 
mahal. Jika biaya iklan televisi bisa diturunkan, maka kemungkinan besar belanja 
                                                          
36Onong Uchjana Effendy, Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi, h. 314. 
37Morissan, Manajemen Media Penyiaran, (Jakarta: Kencana, 2011), h.3. 
38William L.Rivers, et al. Mass Media and Modern Society, terj. Haris Munandar dan Dudy 
Priatna, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 21. 
39Onong Uchjana Effendy, Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi, h. 314 
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iklannya alam tumbuh lebih cepat. Televisi sesungguhnya juga bisnis rentan karena 
bisa berubah-ubah tergantung pada kemajuan teknologi40. 
  Film, yakni film tertrikal, film yang dipertunjukkan di gedung bioskop 
mempunyai persamaan dengan televisi dalam hal sifatnya yang audio visual. Bedanya 
mekanik atau non elektronik dalam proses komunikasinya dan rekreatif-edukatif 
persuasive atau non informative dalam fungsinya. Dampak film pada khalayak umat 
kuat dalam menimbulkan efek afektif karena medianya berkemampuan untuk 
menanamkan kesan, layarnya untuk menayangkan cerita relative besar, gambarnya 
jelas dan suaranya yang keras dalam ruangan yang membuat penonton tercekam41.  
2. Karakteristik Media Massa 
Adapun karakteristik media massa diantaranya yaitu42 : 
1. Publisitas, yakni disebarluaskan kepada public, khalayak atau orang banyak. 
2. Universalitas, yaitu pesannya bersifat umum, tentang segala aspek kehidupan 
dan semua peristiwa diberbagai tempat, juga menyangkut kepentingan umym 
karena sasaran dan pendengarnya orang banyak. 
3. Periodisitas, yaitu tetap atau berkala, misalnya harian, atau mingguan, atau 
sekian jam perhari. 
                                                          
4039 William L.Rivers, et al. Mass Media and Modern Society, terj. Haris Munandar dan 
Dudy Priatna, h. 22. 
41Onong Uchjana Effendy, Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi, h. 315. 
42http://romeltea.com/media-massa-makna-karakter-jenis-dan-fungsi/, diakses pada tanggal 
10 Oktober 2017. 
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4. Kontinuitas, yaitu berkesinambungan atau terus menerus sesuai dengan 
periode mengudara atau jadwal terbit. 
5. Aktualitas, yaitu berisi hal-hal baru seperti informasi atau laporan peristiwa 
terbaru tips baru, dan sebagainya. Aktualitas juga berarti kecepatan 
penyampaian informasi kepada publik. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian hukum deskriptif 
kualitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh 
dan sistematis tentang fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang 
pelaksanaan panggilan ghaib melalui media massa di Pengadilan Agama 
Sungguminasa kelas 1B . Setelah gambaran tersebut diperoleh, kemudian 
dianalisa secara kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus, 
yakni penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan memberikan 
gambaran mendalam terhadap seseorang, kelompok, suatu organisasi atau 
lembaga terhadap fenomena-fenomena tertentu yang bertujuan  untuk 
memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai 
subyek yang diteliti. Dengan demikian  mengenai subyek yang Penelitian 
studi kasus, lebih  mengutamakan observasi, wawancara dan dokumentasi. 
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi dan objek penelitian ini adalah dilakukan di kantor Pengadilan 
Agama Sungguminasa kelas 1B, untuk memperoleh informasi dan data 
mengenai pandangan jurusita Pengadilan Agama Sungguminasa tentang 
efektivitas  panggilan ghaib yang dilakukan melalui media massa dan upaya 
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yang dilakukan jurusita pengadilan Agama Sungguminasa untuk 
memaksimalkan pelaksanaan panggilan ghaib agar sampai pada pihak yang 
dituju.  
B. Pendekatan Penelitian 
Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 
adalah pendekatan yuridis dan pendekatan Sosilogis. Menurut harfiahnya pendekatan 
yuridis adalah melihat atau memandang suatu hal yang ada dari aspek atau segi 
hukumnya terutama peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan sosiologi 
sadalah sesuatu yang ada dan terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang 
mempunyai akibat hukum. 
Dengan demikian yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan cara 
pandangan dari aspek hukum mengenai segala sesuatu yang terjadi di masyarakat 
yang berakibat hokum untuk dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan 
yang ada. 
C. Pengumpulan Data 
1. Jenis Data 
 Penelitian ini bercorak field research, oleh karena itu jenis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif. Data ini berkenaan 
dengan nilai kualitas. 
2. Sumber Data 
Adapun sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data dalam 
penelitian ini yaitu: 
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a. Data Pustaka melalui Library research yaitu metode yang dilakukan 
dengan cara membaca beberapa literature atau bahan bacaan yang 
berkaitan dengan judul penelitian, dalam hal ini bahan-bahan penelitian 
yang terkait dengan kepustakaan adalah: 
1) Sumber data primer 
Sumber data primer yaitu bahan yang sifatnya mengikat dan 
mendasari bahan hukum lainnya, diantaranya adalah : 
a) Undang-Undang RI nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama. 
b) Kompilasi Hukum Islam. 
2) Sumber data sekunder. 
Sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan 
petunjuk dan penjelasan mengenai sumber data primer. Adapun 
sumber data sekunder terdiri dari : 
a) Buku-buku yang berkaitan dengan hukum perdata dan hukum 
acara perdata. 
b) Literatur, dokumen, makalah-makalah, dan hasil riset yang 
relevan serta fakta-fakta lapangan yang berkaitan dengan 
penelitian ini. 
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3) Sumber data tersier 
Sumber data tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun 
penjelasan terhadap bahan hukum  primer dan sekunder seperti 
kamus, ensiklopedia, dan lain-lain. 
b. Data lapangan melalui Field research, yaitu bahan atau data yang 
diperoleh dari lapangan selain buku, kitab, majalah, jurnal dan lain-lain. 
3. Metode pengumpulan data 
a. Observasi 
Observasi yaitu pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti 
mengenai fenomena objek penelitian diikuti dengan pencatatan systematis 
terhadap semua gejala yang akan diteliti, observasi tidak hanya terbatas 
pada orang, tetapi juga objek-objek yang lain. Dari segi prosesnya 
observasi dapat dibedakan menjdi observasi partisipan (peneliti terlibat 
dengan kegiatan sehari-hari orang yang diamati), dan observasi non 
partisipan (tidak terlibat dan hanya sebagai peneliti independen), dan dari 
segi instrumentasi yang digunakan maka dapat dibedakan menjadi 
observasit erstruktur (dirancangs istematis) dan tidak terstruktur (tidak 
dipersiapkan secara sistematis).  
b. Wawancara 
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 
peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 
permasalahan yang akan diteliti dan jika peneliti ingin mengetahui hal-hal 
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yang lebih mendalam dari responden. Dengan demikian wawancara 
dilakukan dengan pertanyaan yang “Open ended” (wawancara yang 
jawabannya tidak terbatas pada satu tanggapan saja) dan mengarahp ada 
pendalaman informasi serta dilakukan tidak secara formal terstruktur.1 
Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan para 
pejabat di lingkungan Pengadilan Agama Sungguminasa kelas 1B guna 
memperoleh informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan 
pelaksanaan panggilan ghoib melalui media massa. 
c. Dokumentasi 
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik 
dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang monumental. 
Dokumen yang berbentuk tulisan seperti Akte, peraturan, kebijakan, dan 
lain-lain. Dokumen yang berbentuk gambar seperti foto, video dan lain 
sebagainya. Teknik pengumpulan data dengan dokumen adalah 
merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara 
dalam penelitian kualitatif.  
4. Instrumen Pengumpulan Data 
Penelitian dilakukan bertujuan untuk memperoleh data yang akurat 
tentang bagaimana efektifitas panggilan ghoib melalui media massa di 
Pengadilan Agama Sungguminsa kelas 1B. Adapun instrument pengumpulan 
                                                          
 
1Dedi Mulyana, Metode Penelitian Kualitatif  (Cet. I;Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 
2002) , h. 180. 
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data yang digunakan adalah Pedoman Wawancara yaitu Salah satu instrumen 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa daftar pertanyaan-
pertanyaan yang diajukan untuk memperoleh data/informasi tentang upaya 
yang dilakukan jurusita Pengadilan Agama Sungguminasa untuk 
memaksimalkan pelaksanaan panggilan ghoib agar sampai pada pihak yang 
dituju.  
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Dalam suatu penelitian, pengolahan data merupakan suatu kegiatan yang 
menjabarkan terhadap bahan penelitian, sehingga penulis mendapatkan data dari hasil 
penelitian yang dilakukan kemudian dianalisa dengan menggunakan metode 
deskriptif analisis yaitu semua data yang diperoleh baik yang diperoleh di lapangan 
maupun yang diperoleh melalui kepustakaan setelah diseleksi dan disusun kembali 
kemudian disimpulkan secara sistematis. Teknik pengolahan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah pengolahan data dengan jalan persentase melalui analisis 
statistic deskriptif. 
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BAB IV 
EFEKTIFITAS PANGGILAN GHAIB MELALUI MEDIA MASSA  
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B 
Gedung Pengadilan Agama Sungguminasa pertama kali beralamat di Jalan 
Andi Mallombassang No. 57 Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, 
Kabupaten Gowa, dan gedung baru Pengadilan Agama Sungguminasa sejak tahun 
2009 beralamat di Jalan Masjid Raya No. 25, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan 
Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang sudah sesuai dengan prototype dari Mahkamah 
Agung RI. Adapun gambaran umum tentang Pengadilan Agama Sungguminasa 
adalah sebagai berikut:1 
1. Kondisi Geografis 
Letak astronomi gedung kantor Pengadilan Agama Sungguminasa adalah 
5°11'55.6" LS - 119°27'11.3" BT dengan ketinggian daerah/attitude berada pada 25 
meter di atas permukaan laut. Batas-batas gedung kantor (Kec. Somba Opu) adalah 
sebagai berikut: 
a. Utara  : Kota Makassar 
b. Selatan  : Kecamatan Pallangga dan Kecamatan Bontomarannu 
c. Timur  : Kecamatan Pattalassang 
d. Barat  : Kecamatan Pallangga 
                                                          
1Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa 
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2. Kondisi Demografis  
Jumlah penduduk kabupaten gowa pada akhir tahun 2012 sebanyak 
617.317 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 328 jiwa/km2, 
klasifikasinya sebagai berikut:2 
a. Laki-laki: 305.202 jiwa (49,4%) 
b. Perempuan: 312.115 jiwa (50.6%) 
3. Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB 
Pada mulanya Kabupaten Gowa adalah sebuah Kerajaan di Sulawesi 
Selatan yang turun temurun diperintah oleh seorang Kepala pemerintah disebut 
“Somba” atau “Raja”. Daerah TK. II Gowa pada hakikatnya mulai terbentuk sejak 
beralihnya pemerintah Kabupaten Gowa menjadi Daerah TK.II yang didasari oleh 
terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah 
TK.II, Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, yang diperkuat Undang–Undang 
Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II di Sulawesi 
(Tambahan Lembaran Negara RI No. 1822). 
Kepala Daerah TK.II Gowa yang pertama “Andi Ijo Dg Mattawang 
Karaeng Lalowang “yang juga disebut nama Sultan Muhammad Abdul Kadir 
Aididdin Tumenanga Rijongaya, dan merupakan Raja Gowa yang terakhir (Raja 
Gowa ke XXXVI).Somba sebagai Kepala pemerintah Kabupaten Gowa 
didampingi oleh seorang pejabat di bidang agama Islam yang disebut “kadi” 
(Qadli). Meskipun demikian tidak semua Somba yang pernah menjadi Raja Gowa 
didampingi oleh seorang Qadli, hanya ketika agama Islam mulai menyebar secara 
                                                          
2Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa 
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merata dianut oleh seluruh rakyat kerajaan Gowa sampai ke pelosok-pelosok desa, 
yaitu sekitar tahun 1857 M. Qadli pertama yang diangkat oleh Raja Gowa 
bernama Qadli Muhammad Iskin. Qadli pada waktu itu berfungsi sebagai 
penasehat Kerajaan atau Hakim Agama yang bertugas memeriksa dan memutus 
perkara-perkara di bidang agama, demikian secara turun temurun mulai 
diperkirakan tahun 1857 sampai dengan Qadli yang keempat tahun 1956.3 
4. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB 
a. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 
Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 terbentuklah 
Kepala Jawatan Agama Kabupaten Gowa secara resmi, maka tugas dan 
wewenang Qadli secara otomatis diambil oleh Jawatan Agama. Jadi Qadli 
yang kelima, setelah tahun 1956, diangkat oleh Depertemen Agama RI 
sebagai Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu (sekaligus oleh 
Qadli) yang tugasnya hanya sebagai do’a dan imam pada shalat I’ed. 
b. Keputusan Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966 
Berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966 tanggal 3 
Desember 1966, maka Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah 
Sungguminasa secara resmi dibentuk dan menjalankan tugas-tugas 
peradilan sebagaimana yang ditentukan didalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 45 Tahun 1957. Peresmian Pengadilan Agama / Mahkamah 
Syariah Sungguminasa ialah pada tanggal 29 Mei 1967. Sejak tanggal 29 
Mei 1967 tersebut dapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan 
                                                          
3Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa 
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Agama/Mahkamah Syariah K.H.Muh. Saleh Thaha (1967 s/d 1976) 
Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Sungguminasa menjalankan 
kekuasaan kehakiman di bidang Agama membawahi 18 Kecamatan yang 
terdiri dari 46 Kelurahan dan 123 Desa. Dan berdasarkan Surat Keputusan 
Mahkamah Agung nomor 37/KMA/SK/II/2017, maka diangkatlah 
Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas II menjadi Pengadilan Agama 
Sungguminasa Kelas IB pada tanggal 09 Februari 2017.4 
5. Visi dan Misi5 
a. Visi Pengadilan Agama Sungguminasa adalah “mewujudkan lembaga 
yang memberikan jaminan kepastian bagi penyelenggara peradilan dan 
pelayanan”.  
b. Misinya adalah “terwujudnya standar operasional prosedur dalam 
penyelenggaraan persidangan dan pelayanan, menjadikan lembaga 
peradilan yang mampu dijangkau oleh masyarakat, meningkatkan kinerja 
peradilan berbasis teknologi informasi dan mewujudkan pengelolaan 
anggaran berbasis kinerja”. 
Untuk mencapai Visi mewujudkan lembaga yang memberikan jaminan 
kepastian bagi penyelenggara peradilan dan pelayanan, Pengadilan Agama 
Sungguminasa melakukan berbagai program pembenahan, peningkatan serta 
perwujudan yang menyentuh seluruh bidang stakeholder terkait, dan berupaya 
                                                          
4Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa 
5Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa 
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memperkuat supporting unit yang ada yang keseluruhannya tertuju pada 
pelayanan pencari keadilan.  
Secara internal, dalam rangka melaksanakan kegiatan tersebut diatas, 
maka seluruh aparatur Pengadilan Agama Sungguminasa akan berusaha secara 
optimal untuk menggapai capaian yang signifikan atas kegiatan dimaksud. Terkait 
hal tersebut, Pengadilan Agama Sungguminasa akan bertumpu pada beberapa 
tenaga SDM yang tersedia dan siap pakai sebagai supporting unit. 
Sedangkan secara eksternal, selain keberadaan (pro-aktif) masyarakat yang 
tidak bisa lepas dari pencapaian Visi-Misi, maka pelayanan terhadap stakeholder 
terkait (baik vertikal maupun horisontal) menjadi faktor terpenting sebagai bagian 
dari proses mewujudkan Visi dan Misi PA Sungguminasa 2016, khususnya para 
masyarakat pencari keadilan dan entitas lawyer. Program manajemen peradilan 
yang secara langsung berkaitan dengan masyarakat diantaranya pelaksanaan 
sidang keliling, pembebasan biaya perkara dan Pos bantuan hukum.6 
6. Tugas Pokok dan Fungsi 
a. Tugas Pokok 
Pengadilan Agama Sungguminasa melaksanakan tugasnya sesuai dengan 
ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 
adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-
                                                          
6“Rencana Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Agama Sungguminasa” (Perencanaan 
Anggaran dan Kegiatan), (Januari 2016), h. 3-4. 
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orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, 
zakat, infak, shodaqoh, ekonomi Syari’ah. 
b. Fungsi 
Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama mempunyai 
fungsi, antara lain sebagai berikut : 
1) Fungsi mengadili (judicial power) 
Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-
perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat 
pertama. 
2) Fungsi pembinaan 
Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat 
struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis 
yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi 
umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.  
3) Fungsi pengawasan 
Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan 
tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita 
/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan 
dengan seksama dan sewajaranya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administarsi 
umum kesekretariatan serta pembangunan.  
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4) Fungsi nasehat 
Memberikan pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada 
instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.  
5) Fungsi administratif 
Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), 
dan administratsi umum (kepegawaian, keuangan, dan 
umum/perlengkapan).  
6) Fungsi lainnya : 
- Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat 
dengan instansi lain yang terkait.seperti DEPAG, MUI,Ormas Islam 
dan lain-lain. 
- Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penilitian dan 
sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat 
dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, 
sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 
Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di 
Pengadilan. 
 
7. Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa dari tahun ke tahun: 
a. K.H. Muh. Saleh Thaha, (1966-1976) 
b. K.H. Drs. Muh. Ya’la Thahir, (1976-1982)  
c. K.H. Muh. Syahid, (1982-1984)  
d. Drs. Andi Syamsu Alam, S.H, (1984-1992)  
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e. K.H. Muh. Alwi Aly (Tidak Aktif), (   -   )  
f. Drs. Andi Syaiful Islam Thahir, (1992-1995)  
g. Drs. Muh. As’ad Sanusi, S.H., (1995-1998)  
h. Dra. Hj. Rahmah Umar, (1998-2003)  
i. Drs. Anwar Rahman, (4 Peb s/d Sep 2004)  
j. Drs. Kheril R, M.H. (4 Okt s/d 14 Des 2007)  
k. Drs. H.M. Alwi Thaha, S.H., M.H.  (14 Des 2007 s/d 2012)  
l. Drs. H. Hasanuddin, M.H. (2012 s/d 2015) 
m. Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. (2015 s/d 2017)  
n. Drs. Ahmad Nur, M.H. (2017 s/d Sekarang) 
B. Proses  Pelaksanaan Panggilan Ghaib Yang Dilakukan Melalui Media 
Massa Oleh Jurusita Pada Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B 
 
Dari hasil wawancara peneliti terhadap Bapak Sirajuddin, S.H. selaku 
jurusita Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 
2017 beliau mengatakan bahwa perbedaan yang paling utama atau paling pokok 
antara proses perceraian tanpa panggilan ghaib dengan proses perceraian dengan 
panggilan ghaib ialah : 
a. Proses Perceraian Tanpa Panggilan Ghaib 
Proses perceraian tanpa panggilan ghaib identitas kedua belah pihak jelas 
dan diketahui keberadaanya sehingga kedua belah pihak bisa hadir dalam 
pemeriksaan dan dalam persidangan persidangan selanjutnya. 
Perceraian dikalangan orang-orang Islam di Kabupaten Gowa hanya dapat 
dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa. Pengadilan Agama 
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Sungguminasa di dalam prakteknya melayani masyarakat pencari keadilan, 
mempunyai kompetensi absolut sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang 
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 
1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 49 ayat (1) yang meliputi perkara 
perdata tertentu, yaitu perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah dan 
ekonomi syari’ah. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan di Pengadilan 
Agama Sungguminasa terhadap Bapak Drs. Misi, SAg. selaku salah satu panitra 
pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis 20 Desember 2017, 
beliau mengatakan bahwa penyebab pokok yang muncul sehubungan dengan 
diajukannya gugatan perceraian ialah dikarenakan masalah ekonomi, mental, dan 
moral agama. 
Di Pengadilan Agama Sungguminasa praktek mengadili perkara yang 
berhubungan dengan bidang perkawinan, perceraian menempati urutan pertama 
yang diperiksa dan diproses serta diputus oleh Majelis Hakim dalam persidangan 
baik cerai talak yang diajukan oleh suami melalui surat permohonan maupun cerai 
gugat yang diajukan oleh pihak isteri melalui surat gugatan perceraian. 
Salah satu dari maksud yang terkandung dengan dibuat dan 
diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 
untuk menekan serendah mungkin angka perceraian, dengan demikian diharapkan 
akan semakin nampak adanya kedamaian dan ketenteraman dalam rumah tangga. 
Namun merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri lagi 
bahwa tidak semua orang yang melangsungkan perkawinan dapat mewujudkan 
impiannya untuk memiliki rumah tangga yang bahagia, aman, dan tenteram. 
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Tetapi justru sebaliknya ada sebagian diantara mereka itu menemui kegagalan 
dalam rumah tangganya sehingga dapat dikatakan bahwa rumah tangganya tidak 
ada kerukunan atau sering terjadi percekcokan sehingga mengakibatkan salah satu 
pihak (suami atau isteri) kabur dari rumah sampai bertahun-tahun lamanya dan 
tidak diketahui keberadaannya atau alamatnya, sehingga pihak yang ditinggal 
kabur tersebut merasa tidak jelas akan setatus perkawinannya, sehingga pihak 
yang ditinggal kabur tersebut mengajukan permohonan perceraian. 
Didalam mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama 
Sungguminasa harus melalui prosedur sebagai berikut: 
A. Pertama yang harus dilakukan oleh pemohon atau penggugat adalah 
mengkonsultasikan permohonannya atau gugatannya kepada Prameja 
Pengadilan Agama Sungguminasa. Prameja tersebut bertugas memberikan 
bimbingan atau untuk membantu masyarakat yang ingin berperkara di 
Pengadilan Agama Sungguminasa dalam hal membuat gugatan atau 
permohonan yang benar dan jelas. Tujuannya yaitu agar gugatan atau 
permohonannya tidak ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Agama 
Sungguminasa yang memeriksa perkara. Menurut Pasal 118 HIR, pengajuan 
gugatan atau permohonan pada umumnya harus dibuat secara tertulis. Bagi 
yang buta huruf boleh secara lisan dan diajukan langsung kepada Ketua 
Pengadilan Agama, hal ini diatur dalam Pasal 120 HIR atau Pasal 144 ayat 1 
Rbg, disitu ditegaskan bilamana penggugat atau pemohon buta huruf, gugatan 
dapat diajukan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Agama, terhadap gugat 
lisan tersebut Ketua Pengadilan Agama mencatat atau menyuruh catat kepada 
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salah seorang pejabat Pengadilan, kemudian dari catatan tersebut pejabat 
Pengadilan memformulasikannya berupa surat gugatan. 
Hal ini diatur juga dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 
Tahun 1970 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang 
berbunyi : Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu 
perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, 
melainkan wajib memeriksa dan memutusnya. Setelah persyaratannya lengkap, 
kemudian pemohon atau penggugat menandatangani surat gugatannya, kemudian 
berkas perkara tersebut diajukan atau didaftarkan ke Pengadilan Agama. Didalam 
pendaftaran ini pemohon atau penggugat datang ke Meja I (satu) untuk 
menyerahkan surat gugatan beserta salinannya kepada pejabat atau petugas, dalam 
hal ini diajukan pada bagian kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa. 
Setelah menerima surat permohonan atau gugatan cerai beserta kelengkapannya, 
pejabat atau petugas kemudian menetapkan rencana biaya perkara, yang ditulis 
dalam lembar formulir Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), dengan ketentuan 
: 
a) Pemungutan panjar biaya perkara ditaksir dengan mempertimbangkan 
jarak dan kondisi tempat tinggal para pihak agar proses persidangan 
dapat berjalan dengan lancar. Ketentuan tentang biaya perkara diatur 
didalam Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama. Didalam pasal ini dirinci apa saja yang menjadi dasar 
perhitungan jumlah biaya perkara yaitu : 
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(1) Biaya kepaniteraan dan biaya materai yang diperlukan untuk 
perkara tersebut. 
(2) Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya 
pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara tersebut. 
(3) Biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat 
dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan oleh Pengadilan dalam 
perkara tersebut. 
(4) Biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah 
Pengadilan yang berkenaan dengan perkara tersebut. 
b) Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo 
(cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan 
melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat 
yang dilegalisir oleh Camat. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya 
perkara ditaksir Rp 0,00 dan ditulis dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk 
Membayar). 
Setelah ditentukan besarnya panjar biaya perkara yang dituangkan dalam 
SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) rangkap tiga, lalu pemohon atau 
penggugat menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat permohonan atau 
gugatan tersebut dan SKUM. Kemudian yang bersangkutan (penggugat) 
membayar biaya perkara sesuai dengan yang tertera pada SKUM. Setelah 
penggugat atau pemohon membayar kepada kasir, kemudian kasir: 
 Menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara. 
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  Menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada 
SKUM tersebut. 
 Mengembalikan surat permohonan atau gugatan dan SKUM kepada 
pemohon atau penggugat. 
 Petugas kasir menyerahkan uang panjar tersebut kepada bendaharawan 
perkara. 
B. Pemohon atau penggugat kemudian datang ke Meja II (dua) dengan 
menyerahkan gugatan atau permohonannya dan SKUM yang telah dibayar 
lunas. Kemudian petugas atau pejabat di Meja II (dua) berkewajiban : 
 Mendaftar perkara tersebut ke dalam buku register induk perkara perdata 
sesuai nomor perkara yang tercantum pada SKUM atau surat gugatan 
sebagai tanda telah terdaftar maka petugas Meja II (dua) membubuhkan 
tanda tangan. 
 Berkas perkara tersebut diatur dalam Map berkas perkara dan dilengkapi 
dengan formulir Penetapan Majelis Hakim. Kemudian berkas yang sudah 
diatur dalam Map tersebut diberikan kepada wakil panitera untuk 
diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa. 
  Kemudian petugas Meja II (dua) menyerahkan satu lembar surat 
permohonan atau gugatan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM 
kepada pemohon atau penggugat. 
 
C. Setelah itu dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, Ketua Pengadilan 
Agama Sungguminasa menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan 
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mengadili perkara dalam sebuah Penetapan Majelis Hakim (PMH) hal ini 
diatur dalam Pasal 121 HIR jo Pasal 93 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama. Ketua Pengadilan Agama membagikan semua berkas 
perkara dan atau surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang diajukan 
ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan. 
 Ketua menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, 
tetapi apabila terdapat perkara tertentu karena menyangkut kepentingan umum 
harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan. Penetapan Majelis Hakim 
(PMH) dibuat dalam bentuk penetapan dan ditandatangani oleh Ketua 
Pengadilan Agama dan dicatat dalam register induk perkara yang 
bersangkutan. 
D. Setelah dikeluarkan Penetapan Majelis Hakim, kemudian melakukan 
Penunjukan Panitera Sidang (PPS), yang bertujuan untuk membantu Majelis 
Hakim dalam menyelesaikan perkara. Penunjukan panitera sidang dilakukan 
oleh Panitera. Untuk menjadi panitera sidang dapat ditunjuk panitera, wakil 
panitera, panitera muda, panitera pengganti, atau pegawai yang ditugaskan 
sebagai panitera sidang untuk membantu hakim supaya menghadiri dan 
mencatat jalannya sidang pengadilan, membuat berita acara persidangan, 
membuat penetapan, membuat putusan, dan melaksanakan semua perintah 
hakim untuk menyelesaikan perkara tersebut. Penunjukan Panitera Sidang 
(PPS) dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh panitera Pengadilan 
Agama. 
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Apabila ternyata dikemudian hari, anggota majelis hakim ada yang 
berhalangan untuk sementara, maka dapat diganti dengan anggota yang lain yang 
ditunjuk oleh ketua majelis dan dicatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP). 
Apabila ketua majelis berhalangan maka sidang harus ditunda pada hari lain. 
Tetapi apabila ketua majelis atau anggota majelis berhalangan tetap (karena 
pindah tugas atau meninggal dunia atau alasan lain) maka harus ditunjuk majelis 
baru dengan Penetapan Majelis Hakim (PMH) baru. Apabila panitera sidang 
berhalangan maka ditunjuk panitera lainnya untuk mengikuti jalannya 
persidangan. 
E. Kemudian ketua majelis hakim setelah menerima berkas perkara tersebut, 
bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Ketua majelis 
kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu akan 
disidangkan serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk menghadap 
pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan itu. 
Kepada para pihak diberitahukan pula bahwa mereka dapat 
mempersiapkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang akan diajukan dalam 
persidangan. Perintah tersebut dilakukan dalam sebuah Penetapan yang 
ditandatangani oleh Hakim atau Ketua Majelis. 
Tanggal penetapan hari sidang dan tanggal sidang pertama harus dicatat 
dalam register induk perkara yang bersangkutan. Demikian pula tanggal 
penundaan sidang kedua dan seterusnya serta alasan-alasan penundaannya juga 
dicatat dalam register tersebut. 
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Setelah penetapan hari sidang maka selanjutnya dilakukan pemanggilan 
pihak-pihak. Berdasarkan perintah Hakim Ketua majelis didalam Penetapan Hari 
Sidang (PHS), maka jurusita atau jurusita pengganti melaksanakan pemanggilan 
kepada para pihak supaya hadir dipersidangan pada hari, tanggal, dan jam 
sebagaimana yang tertuang didalam Penetapan Hari Sidang (PHS) ditempat 
persidangan yang telah ditetapkan. Dari hasil wawancara peneliti pada hari Rabu 
tanggal 20 Desember 2017 terhadap Bapak Drs. Misi, Sag. selaku Panitera 
Pengadilan Agama Sungguminasa, bahwa di dalam pelaksanaan pemanggilan 
ghaib di Pengadilan Agama Sungguminasa, pemanggilan pihak-pihak yang 
berperkara dilakukan oleh panitera Pengadilan Agama. Hal ini disebabkan karena 
tidak ada pejabat juru sita atau juru sita pengganti di Pengadilan Agama 
Sungguminasa. Tata cara pemanggilan diatur didalam Pasal 390 jo Pasal 389 dan 
122 HIR. Panggilan harus dilaksanakan secara resmi dan patut yaitu: 
a) Dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti yang sah, yaitu telah 
diangkat dengan SK (Surat Keputusan) dan telah disumpah untuk jabatan 
itu. Seorang jurusita atau jurusita pengganti hanya berwenang melakukan 
tugasnya hanya didalam wilayah hukum Pengadilan Agama yang 
bersangkutan. 
b) Disampaikan langsung kepada pribadi yang dipanggil di tempat 
tinggalnya. Apabila tidak dijumpai di tempat tinggalnya maka panggilan 
disampaikan lewat Kepala Desa atau Lurah setempat. Apabila yang 
dipanggil telah meninggal dunia maka panggilan di sampaikan kepada ahli 
warisnya. Apabila yang di panggil tidak diketahui tempat kediamanya atau 
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tmpat tinggalnya atau tak di dikenal maka panggilan disampaikan lewat 
bupati setempat yang akan mengumumkanya pada papan pengumuman 
persidangan tersebut. Apabila yang dipanggil itu berada di luar negeri 
maka panggilan disampaikan lewat perwakilan Republik Indonesia (RI) 
setempat melalui departemen luar negeri Republik Indonesia dijakarta. 
Panggilan kepada terrgugat atau termohon dilampiri surat gugatan. 
c)  Jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan harus memenuhi 
tenggang waktu yang patut, yaitu sekurang kurangnya 3 (tiga) hari kerja 
tidak termasuk hari libur didalamnya. 
Khusus mengenai perkara perceraian, tata cara pemanggilan diatur 
tersendiri pada pasal 26 sampai dengan 29 Peratuaran Pemerintah Nomor 9 Tahun 
1975 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, sebagai berikut: 
(1) Setiap kali diadakan sidang pengadilan yang memeriksa perkara 
perceraian, baik suami maupun isteri atau kuasanya akan di panggil untuk 
menghadiri sidang tersebut. 
(2) Panggilan dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti yang sah. 
(3) Panggilan disampaikan langsung kepada pribadi yang bersangkutan. 
Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan 
disampaikan melalui lurah atau yang dipersamakan dengan itu. 
(4)  Panggilan disampaikan secara patut dan harus diterima oleh suami 
ataupun isterinya atau kuasanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja 
sebelum sidang di buka. 
56 
 
 
(5) Panggilan kepada tergugat atau termohon dilampiri surat gugatan atau 
permohonan. 
(6) Apabila tergugat atau termohon tempat kediamannya tidak jelas atau tidak 
diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan di 
lakukan dengan cara: 
(a) Menempelkan gugatan atau permohonan atau surat panggilan pada 
papan    pengumuman pada pengadilan agama. 
(b) Mengumumkan melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass 
media lain yang di tetapkan oleh pengadilan agama. 
(7)  Pengumuman melalui surat kabar atau melalui mass media lain tersbut 
dilakukan sebanyak 2(dua) kali dengan tanggang waktu satu bulan antara 
pengumuan pertama dan kedua.tenggang waktu antara pemanggilan 
terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang kurangnya 3(tiga) bulan. 
(8)  Apabila tergugat atau termohon berada diluar negeri, pemanggilan 
disampaikan lewat perwakilan Republik Indonesia setempat. 
F. Pemeriksaan perkara di depan sidang 
a) Pemeriksaan pada sidang pertama 
Setelah berkas perkara perceraian di daftarkan di bagian kepaniteraan 
Pengadialan Agama, pemeriksaan dimuka sidang baru dapat dilaksanakan. 
Adapun ketentuan dalam sidang pertama harus sudah dilaksanakan 
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pengadilan Agama 
menerima berkas perkara. Bilamana termohon atau tergugat tidak di 
ketahui tempat kediamanya, maka sidang pemeriksaan tersebut ditetapkan 
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sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya 
permohonan maupun gugatan perceraian pada kepaniteraan Pengadilan 
Agama. 
b) Berkas perkara bersama resume tentang kelengkapan berkas tersebut 
disampaikan kepada ketua Pengadilan Agama disertai dengan catatan 
“saran tindak” yang berbunyi : “syarat-syarat cukup dan siap untuk 
disidangkan” (hasil wawancara dengan panitera Pengadilan Agama 
Karanganyar, Bapak Drs. Misi,SAg. Berdasarkan resume dan saran tindak 
tersebut, ketua Pengadilan Agama mengeluarkan surat penetapan 
penunjukan majelis hakim yang akan menyelesaikan dan memeriksa 
perkara tersebut. 
c) Sidang pertama yang dimaksudkan disini adalah sidang yang diadakan 
berdasarkan hari dan tanggal yang tertera dalam lembar penetapan hari 
sidang yang telah di tetapkan hakim. Apabila salah satu dari para pihak 
atau keduanya tidak hadir, maka pihak yang bersangkutan tersebut akan 
mendapatkan panggilan secara patut. Pemanggilan dibatasi sampai 3 (tiga) 
kali, perkara diputus berdsarkan peraturan yang berlaku. Dengan demikian 
sidang pertama ditunda sampai yang bersangkutan hadir, maka sidang hari 
itu merupakan sidang pertama bagi para pihak. Kalaupun pada selanjutnya 
para pihak tidak datang maka sidang tetap dilanjutkan berdasarkan 
peraturan hukum yang berlaku. 
d)  Pada saat pelaksanaan sidang pertama ataupun sidang pemeriksaan, suami 
isteri diharapkan datang sendiri atau diwakilkan kuasanya, namun dalam 
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hal suami isteri bisa mewakilkan, diharapkan demi kepentingan 
pemeriksaan hakim dapat memerintahkan suami-isteri tersebut untuk hadir 
sendiri ke muka sidang pengadilan. 
Beberapa hal yang harus diperhatikan pada sidang pertama yang dapat 
mempengaruhi jalannya penyelesaian perkara perceraian ialah: 
(1)  Bilamana terjadi perdamaian pada sidamg pertama atau pada sidang 
pemeriksaan lanjutan, maka permohonan cerai berdasarkan alasan yang 
sama tidak dapat diajukan lagi. 
(2) Apabila upaya damai yang ditawarkan hakim tidak tercapai, maka 
pemeriksaan perkara perceraian akan dilanjutkan dalam sidang tertutup 
untuk umum. 
(3) Apabila pemohon atau penggugat atau kuasanya tidak datang menghadap 
pada sidang pertama pada hal sudah dipanggil secara patut (setelah tiga 
kali pemanggilan), maka permohonan maupun gugatan dianggap gugur 
dengan keputusan hakim pengadilan agama. 
(4) Jika termohon atau tergugat atau kuasanya tidak datang dalam sidang pada 
hal sudah dipanngil secara patut (setelah di panggil 3 kali), maka 
permohonan cerai diputus secara verstek (perkara diputus tanpa kehadiran 
termohon atau tergugat). 
(5) Eksepsi atau sanggahan, gugat balik, atau rekonvensi hanya dapat diajukan 
pada sidang pertama saja, sedangkan pada sidang-sidang lanjutan apabila 
hal tersebut diajukan, maka dianggap sudah tidak berlaku lagi. 
e) Pemeriksaan pada sidang lanjutan 
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Pada sidang lanjutan pemeriksaan perkara perceraian bersifat tertutup 
untuk umum, dalam arti pihak lain selain petugas dan para pihak tidak boleh 
masuk ke ruangan sidang 
dan ruang sidang yang benar-benar dalam keadaan tertutup. Sidang tertutup ini 
bertujuan agar kejiwaan dan kerahasiaan rumah tangga para pihak tidak diketahui 
dan di dengar oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. 
Pada prinsipnya penyelesaian perceraian di pengadilan agama 
sungguminasa diselesaikan dengan sederhana, singkat dan biaya ringan. 
Pengajuan perceraian ini merupakan jalan terakhir yang telah disepakati oleh para 
pihak. Dalam pemeriksaan sidang lanjutan berorientasi dalam pembuktian  
pembuktian yang mendasari suatu perkara perceraian baik cerai talak maupun 
cerai gugat. Pembuktian tersebut diantaranya adalah : 
(1)  Pembuktian otentik yakni pembuktian mengenai sah dan tidaknya suatu 
perkawinan menurut hukum dan agama yang telah terjadi sebelum 
pernikahan dengan dasar validasi surat akta nikah yang disahkan oleh 
KUA (Kantor Urusan Agama) setempat dan disahkan oleh Pengadilan 
Agama setempat dalam kasus ini di Pengadilan Agama Sungguminasa. 
(2)  Bukti visum dalam hal ini hanya terjadi dalam kasus kekerasan dalam 
rumah tangga. 
(3) Kesaksian oleh para pihak yang telah mendengar, melihat secara langsung 
keadaan rumah tangga dari penggugat maupun tergugat dalam proses 
perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa, kesaksian merupakan 
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faktor yang dominan karena kesaksian dalam suatu perceraian lebih bisa 
dipertanggungjawabkan. 
(4)  Bukti pengakuan merupakan bukti yang hanya berkedudukan sebagai 
pelengkap saja, bukan sebagai bukti pemutus sebagaimana diatur dalam 
hukum Islam. 
(5) Apabila pemohon tidak bisa melengkapi bukti yang telah ada, baik berupa 
bukti tertulis, keterangan ahli, keterangan dari pihak keluarga, dan orang-
orang terdekat serta bukti berupa pengakuan dari pihak termohon maupun 
tergugat sendiri maka satu-satunya cara adalah dengan sumpah. 
G. Putusan hakim 
Setelah semua pemeriksaan administrasi maupun pemeriksaan persidangan 
selesai maka hakim berdasarkan jabatannya dan atas dasar kesimpulan hasil 
pemeriksaan yang diperoleh majelis hakim, maka pada akhirnya majelis hakim 
memutuskan bahwa perkara perceraian tersebut dikabulkan atau tidak 
dikabulkanya sebuah permohonan cerai yang disertai dengan hak dan kewajiban 
yang melekat pada kedua belah pihak maupun sesuatu yang harus dilaksanakan 
oleh kedua belah pihak baik cerai gugat maupun cerai talak. 
 
b.  Proses Perceraian Dengan Panggilan Ghaib 
Proses perceraian dengan panggilan ghaib identitas salah satu pihak tidak 
jelas dan tidak diketahui keberadaanya sehingga salah satu pihak tidak bisa hadir 
dalam pemeriksaan dan dalam persidangan persidangan selanjutnya. 
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Pada prinsipnya setiap gugatan perceraian baik tanpa panggilan ghaib 
maupun dengan panggilan ghaib prosedurnya sama akan tetapi ada hal yang 
membedakan antara proses perceraian dengan panggilan ghaib dengan proses 
perceraian tanpa panggilan ghaib yakni: 
1) Proses perceraian dengan panggilan ghaib lebih lama pemeriksaanya dari 
pada proses perceraian tanpa panggilan ghaib karena dalam proses 
perceraian dengan panggilan ghaib membutuhkan validasi data identitas 
para pihak yamg benar-benar valid sehingga membutuhkan waktu yang 
lebih lama. 
2)  Proses perceraian dengan panggilan ghaib membutuhkan biaya yang lebih 
besar dari pada proses perceraian tanpa panggilan ghaib karena proses 
perceraian dengan panggilan ghaib memerlukan biaya tambahan seperti: 
biaya pengumuman baik media cetak maupun elektronik. 
3) Proses perceraian dengan panggilan ghaib tidak sesederhana seperti proses 
perceraian tanpa panggilan ghaib karena proses perceraian dengan 
panggilan ghaib membutuhkan lebih banyak saksi, waktu, biaya dan 
validasi data yang benar-benar akurat dari pihak yang tidak diketahui 
keberadaanya. 
Proses perceraian dengan panggilan ghaib, hal pertama yang harus 
dilakukan oleh pemohon atau penggugat adalah mengkonsultasikan 
permohonannya atau gugatannya kepada Prameja Pengadilan Agama 
Sungguminasa. Prameja tersebut bertugas memberikan bimbingan atau untuk 
membantu masyarakat yang ingin berperkara di Pengadilan Agama Sungguminasa 
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dalam hal membuat gugatan atau permohonan yang benar dan jelas. Tujuannya 
yaitu agar gugatan atau permohonannya tidak ditolak oleh majelis hakim 
Pengadilan Agama sungguminasa yang memeriksa perkara. 
Karena penulis membahas tentang “panggilan ghaib” maka pemohon atau 
penggugat terlebih dahulu membuat surat keterangan ghaib sebagai alat bukti 
surat yang menurut Pengadilan Agama Sungguminasa proses pembuatannya harus 
melalui RT, RW, dan kemudian disahkan oleh Lurah atau Kepala Desa setempat. 
Karena RT, RW dan Lurah atau Kepala Desa adalah orang-orang yang berwenang 
membuat surat keterangan ghaib, sebab merekalah yang tahu tentang keadaan 
penduduk setempat. Setelah mendapat Surat Keterangan Ghaib pemohon atau 
penggugat juga harus membawa persyaratan lain yaitu mencantumkan KTP 
pemohon atau penggugat, surat akte nikah, dan foto pemohon atau penggugat. 
Setelah persyaratan lengkap, berkas perkara tersebut dibawa kepada 
register panitera (Meja I) dan membayar panjar ongkos perkara, setelah itu berkas 
perkara ghaib di bawa kepada panitera untuk meminta nomor perkara.hal ini 
ditegaskan dalam Pasal 121 ayat (1) HIR atau Pasal 145 ayat (1) Rbg yang isinya 
mengenai gugatan di tujukan dan dialamatkan kepada ketua Pengadilan Agama, 
tetapi penyampaiannya dimasukkan kepada kepala panitera pengadilan. 
Penggugat wajib lebih dulu membayar uang panjar ongkos perkara sesuai 
dengan Pasal 121 ayat (4) HIR atau Pasal 145 ayat (4b) Rbg, yang menegaskan 
salah satu syarat formil gugatan, agar gugatan resmi dapat diterima. Setelah itu 
penggugat di Pengadilan Agama Sungguminasa disuruh membuat surat 
pernyataan yang pada prinsipnya penggugat menerangkan tergugat tidak ada atau 
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tidak diketahui (ghaib) juga penggugat menjelaskan bahwa penggugat tidak 
pernah pindah tempat tinggal atau tetap seperti semula, serta bersedia dituntut 
apabila pernyataan terrsebut tidak benar atau dusta. 
Berdasarkan surat pernyataan penggugat, maka Pengadilan Agama 
Sungguminasa menyiarkan dan mengumumkan melalui media elektronika dalam 
hal ini adalah Radio RRI(radio republik indinesia) menyatakan bahwa tergugat 
diminta datang untuk menghadap ke Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari 
dan tanggal serta jam sehubungan dengan gugatan perceraian atas penggugat. 
Untuk itu pengguagat menunggu satu bulan untuk menghadap yang kedua dan 
disuruh membuat surat pernyataan yang kedua untuk disiarkan dan diumumkan 
kembali dalam jangka waktu satu bulan. Selain itu pemanggilan diumumkan pada 
papan pengumuman pada papan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam jangka 
waktu satu bulan pertama dan tiga bulan kedua. Dan dalam proses persidangannya 
hanya dihadiri oleh penggugat dan para saksi yang dihadirkan oleh penggugat. 
Setelah bukti dan saksi yang menguatkan maka hakim memutus perkara dengan 
putusan verstek yaitu tanpa kehadiran pihak tergugat karena tidak diketahui 
keberadaanya. 
Pelaksanaan panggilan ghaib menurut ketentuan Undang-undang Nomor 3 
Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 
tentang Peradilan Agama Pasal 103 ayat (1) bahwa yang bertugas di dalam 
melakukan pemanggilan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama adalah 
jurusita dan jurusita pengganti. Untuk dapat diangkat menjadi seorang jurusita dan 
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jurusita pengganti seorang karyawan atau karyawati Pengadilan Agama harus 
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
1) Syarat-syarat untuk menjadi jurusita ialah: 
a) Warga Negara Indonesia. 
b) Beragama Islam. 
c) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
d)  Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 
e) Berijazah serendah-rendahnya sekolah menengah umum atau yang 
sederajat. 
f) Berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai jurusita pengganti. 
g)  Sehat jasmani dan rohani. 
2) Syarat-syarat untuk menjadi jurusita pengganti ialah: 
a) Warga Negara Indonesia. 
b) Beragama Islam. 
c) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
d)  Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. 
e) Berijazah serendah-rendahnya sekolah menengah umum atau yang 
sederajat. 
f) Sehat jasmani dan rohani. 
g) Berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) pada Pengadilan Agama. 
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Sebelum memangku jabatannya, jurusita dan jurusita pengganti diambil 
sumpahnya secara Agama Islam oleh Ketua Pengadilan Agama. Untuk jurusita 
pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung 
atas usul Ketua Pengadilan Agama, sedangkan untuk jurusita pengganti 
pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama. 
Seorang jurusita dan jurusita pengganti dilarang merangkap jabatan didalam 
pengadilan tersebut. Tugas jurusita dan jurusita pengganti adalah sangat penting 
dalam proses peradilan di Pengadilan Agama, sehingga hanya orang-orang 
tertentu sajalah yang dapat menjadi jurusita dan jurusita pengganti, yakni 
karyawan atau karyawati Pengadilan Agama yang mempunyai rasa tanggung 
jawab yang besar dan dapat dipercaya 
secara penuh. 
Didalam ketentuan Pasal 103 dan Pasal 104 Undang-undang Nomor 3 
Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 
tentang Peradilan Agama, menyatakan tentang tugastugas pokok jurusita dan 
jurusita pengganti. Tugas-tugas yang 
dimaksud adalah sebagai berikut: 
1) Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang. 
2)  Menyampaikan pemanggilan-pemanggilan, pengumumanpengumuman, 
teguran-teguran, dan pemberitahuan penetapan atau putusan pengadilan 
menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-undang. 
3) Melakukan penyitaan dan melaksanakan putusan eksekusi atas perintah 
Ketua Pengadilan. 
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4) Membuat berita acara penyitaan dan berita acara eksekusi yang salinan 
resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 
5) Kewenangan dan wilayah hukum tugasnya, hanya sebatas wilayah hukum 
Pengadilan Agama tempat ia bertugas. Dan dalam hal apabila pihak yang 
akan dipanggil atau diberitahuka putusan, atau barang yang akan disita dan 
lain-lain sebagainya berada diwilayah hukum Pengadilan Agama lain, 
maka ia tidak berwenang melakukan tugasnya tersebut. Akan tetapi, ia 
melalui Ketua Pengadilan Agama, harus meminta bantuan kepada 
Pengadilan Agama yang mewilayahi pihak-pihak atau barang-barang 
tersebut berada, agar jurusita atau jurusita penggantinya melaksanakan 
tugas-tugas dimaksud. 
Dari hasil wawancara peneliti pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 
terhadap Bapak Sirajuddin, S.H selaku Jurusita Pengadilan Agama 
Sungguminasa, bahwa di dalam pelaksanaan pemanggilan ghaib di Pengadilan 
Agama Sungguminaa 
Pemanggilan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama 
Sungguminasa harus dilakukan secara resmi dan patut. Hal ini sesuai dengan 
ketentuan Pasal 26 sampai dengan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 
1975. Memanggil para pihak secara resmi dan patut merupakan kewajiban atas 
Pengadilan Agama Sungguminasa. Kelalaian didalam memanggil para pihak yang 
berperkara dapat berakibat batalnya pemeriksaan dan putusan, meskipun mungkin 
para pihak hadir dalam persidangan. Setiap pemeriksaan perkara di Pengadilan 
Agama Sungguminasa dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau 
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gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil. Adapun pelaksanaan 
pemanggilan ghaib (prosedur pemanggilan ghaib) yaitu: 
1) Hakim ketua majelis setelah menerima berkas perkara dari Ketua Pengadilan 
Agama Sungguminasa, kemudian dipelajarinya berkas perkara tersebut dengan 
seksama bersama dengan hakim-hakim anggotanya, dengan tujuan agar 
mengetahui isi dari surat permohonan atau surat gugatan tersebut dan 
mengetahui apa yang menjadi tuntutan dari pemohon atau penggugat. 
2)  Hakim ketua majelis setelah bermusyawarah dengan hakim-hakim anggotanya 
menetapkan hari dan tanggal serta jamnya kapan perkara itu akan disidangkan 
dan memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk hadir dalam persidangan 
tersebut. Penetapan dan perintah tersebut dituangkan dalam Penetapan Hari 
Sidang (PHS) yang ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis. Didalam 
menetapkan hari sidang, Hakim Ketua Majelis harus mempertimbangkan hal-
hal tersebut dibawah ini: 
a) Hari sidang pertama tidak lebih dari 30 hari dari tanggal pendaftaran 
perkara itu. 
b) Memperhatikan jarak antara tempat diam atau tempat tinggal kedua belah 
pihak dengan tempat Pengadilan Agama bersidang. 
c) Memperhatikan agar tenggang waktu antara hari diterimanya pemanggilan 
dengan hari sidang tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. 
Didalam Penentuan Hari Sidang (PHS) tersebut harus menyebutkan: 
a) Adanya perintah menyerahkan sehelai salinan surat gugatan atau 
permohonan kepada tergugat atau termohon. 
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b)  Pemberitahuan kepada tergugat atau termohon bahwa ia dapat 
mengajukan jawaban tertulis. 
c) Pemberitahuan bahwa pada waktu persidangan tersebut para pihak      
boleh membawa surat-surat bukti serta saksi-saksi yang dianggap perlu. 
Setelah Hakim Ketua Majelis bermusyawarah dengan hakim-hakim 
anggotanya, kemudian Hakim Ketua Majelis menandatangani formulir 
panggilan 1 (satu) dan panggilan 2 (dua) yang telah diisi sesuai dengan 
hari, tanggal dan jam sesuai yang tertera dalam formulir panggilan 
tersebut. 
3) Setelah itu Hakim Ketua Majelis memerintahkan kepada jurusita atau jurusita 
pengganti untuk segera memanggil para pihak yang berperkara tersebut untuk 
menghadiri persidangan sesuai dengan hari dan tanggal serta jam yang tertera 
dalam surat panggilan tersebut. Karena di Pengadilan Agama Sungguminasa 
tidak memiliki seorang jurusita maka tugas dari pemanggilan tersebut 
dilakukan oleh panitera atau petugas yang ditunjuk oleh Ketua majelis untuk 
melakukan pemanggilan para pihak yang berperkara. 
4)  Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemanggilan kemudian 
melaksanakan tugas dari yang diperintahkan oleh Ketua Majelis yaitu 
memanggil pihak-pihak yang berperkara. Karena perkara ini perkara ghaib, 
maka pemanggilan para pihak dilakukan dengan cara yang telah ditentukan 
dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tata 
cara tersebut adalah: 
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a) Panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan 
pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau 
beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh 
Pengadilan. 
b) Pengumuman melalui surat kabar atau mass media dilakukan sebanyak 
dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama 
dan kedua. 
c)  Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan 
sekurang-kurangnya tiga bulan. 
d) Dalam hal sudah dilakukan panggilan dan tergugat atau kuasanya tetap 
tidak hadir, gugatannya diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila 
gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. 
Dari ketentuan Undang-Undang tersebut diatas maka panitera atau pejabat 
Pengadilan Agama Sungguminasa yang ditunjuk untuk memanggil para pihak 
yang berperkara kemudian melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh hakim 
ketua majelis yaitu dengan menyiarkan dan mengumumkan melalui media 
elektronik, dalam hal ini yaitu disiarkan lewat Radio RRI(radio republik 
indonesia) yang dalam penyiaran tersebut menyatakan bahwa tergugat diminta 
datang untuk menghadap atau menghadiri persidangan di Pengadilan Agama 
Sungguminasa pada hari, tanggal dan jam sehubungan dengan gugatan perceraian 
atas penggugat. 
Setelah pemanggilan pertama selesai kemudian panitera atau pejabat yang 
diperintahkan untuk memanggil para pihak, menunggu satu bulan lagi untuk 
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melakukan pemanggilan yang kedua kalinya karena menurut ketentuan     
tenggang waktu antara panggilan satu dengan panggilan yang kedua berselang 
satu bulan. Pemanggilan yang kedua ini tetap disiarkan di radio RRI(radio 
republik indonesia) karena radio tersebut sudah ditetapkan sebagai radio yang 
dipercayai dalam pemanggilan para pihak yang ghaib di Pengadilan Agama 
Sungguminasa. 
Selain pemanggilan lewat media elektronik yaitu radio RRI 
Sungguminasa, panggilan juga diumumkan atau ditempelkan pada papan 
pengumuman di Pengadilan Agama Karanganyar dengan ketentuan yang sama 
yaitu tengang waktu antara panggilan pertama dengan panggilan kedua berselang 
satu bulan. Setelah panggilan kedua sudah selesai dan ternyata tergugat atau 
termohon tidak hadir dalam persidangan maka hakim mengabulkan gugatan 
penggugat, maka hakim majelis memutus perkara tersebut dengan putusan verstek 
yaitu tanpa hadirnya pihak tergugat. 
C. Upaya Yang Dilakukan Jurusita Pengadilan Agama Sungguminasa 
Untuk Memaksimalkan Pelaksanaan Panggilan Ghaib  
Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sirajuddin, SH. beliau 
mengatakan adapun upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan panggilan ghaib 
yaitu dengan melalui media massa. Media massa yang sering digunakan yaitu 
Radio Republik Indonesia (RRI) meskipun pernah ada yang melakukannya 
melalui media cetak (koran) apabila diminta oleh pihak termohon  dan disetujui 
oleh ketua majelis. Alasan lebih memilih melakukan panggilan ghaib 
menggunakan media massa radio karena lebih murah dan lebih sederhana 
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dibandingkan dengan media lainnya. Selain melakukan panggilan ghaib melalui 
media massa, bisa juga dengan cara menempelkan surat panggilan di papan 
pengumuman dengan harapan ada pihak keluarga atau kerabat membacanya agar 
diberitahukan kepada pihak tergugat jika pihak keluarga atau kerabat mengetahui 
keberadaan tergugat.7 
D. Analisis Efektifitas Panggilan Ghaib Melalui Media Massa 
Berdasarkan hasil penelitian Penulis menilai bahwa selurus perkara di 
Panggilan Ghaib-kan yang masuk di Pengadilan Agama Sungguminasa yaitu 
perkara perceraian yang memiliki aspek lex specialis dan dengan mengingat azas 
mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, penulis melihat Panggilan 
Ghaib sudah memenuhi makna filosofis dari “panggilan sederhana cepat dan 
biaya ringan”, yakni : 
a) asas biaya ringan 
Dalam kasus perceraian dengan panggilan ghaib memiliki keunikan 
dengan memerlukan biaya yang lebih dari pada kasus persidangan yang lain 
diantaranya adalah: 
1)  Penambahan biaya untuk pengumuman di media cetak maupun 
elektronik. 
2)  Penambahan biaya administrasi yaitu penambahan biaya yang 
dikeluarkan oleh pemohon perceraian diluar admistrasi dari 
                                                          
7Wawancara dengan Sirajuddin, Jurusita Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu, tanggal 20 
Desember 2017 di Kantor Pengadilan Agama Kota Sungguminasa. 
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Pengadilan Agama yaitu penambahan biaya administrasi dikelurahan 
tempat kediaman termohon tinggal (surat keterangan Ghaib) 
3) Biaya perjalanan. 
b)  asas waktu cepat 
Proses persidangan dengan panggilan ghaib membutuhkan waktu yang lebih 
banyak dari pada persidangan biasa hal ini dikarenakan adanya prosedur lain 
diantaranya adalah tenggang waktu setelah pengumuman panggilan ghaib 
termohon perceraian yang membutuhkan tenggang waktu satu bulan. 
c)  asas sederhana 
Yang dimaksud sederhana adalah acara yamg jelas, mudah dipahami dan 
tidak berbelit-belit, dalam kasus perceraian dengan panggilan ghaib proses 
acaranya beruntutan dan sudah sederhana walaupun pada akhirnya banyak dari  
pihak termohon tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak memungkinkan 
mengahadiri persidangan8. Dari ketidakhadiran pihak yang terpanggillah penulis 
menilai di satu sisi bahwa Panggilan Ghaib tidak efektif. 
Penulis melihat bahwa panggilan ghaib melalui media massa tidak efektif 
dilihat dari kehadiran pihak yang terpanggil karena berdasarkan hasil wawancara 
dengan jurusita atau jurusita pengganti dari sekian panggilan ghaib yang 
dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti melalui media massa hampir tidak 
ada pihak termohon/tergugat yang datang menghadiri persidangan dan penulis 
menyimpulkan efektif dilihat dari tata cara pelaksanaannya yang sudah sesuai 
dengan “asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan”.  
                                                          
8
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